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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah 

1. Konsep Otonomi Daerah 

Kekecewaan daerah terhadap pusat mencapai titik puncaknya ketika 

Soeharto tumbang pada tahun 1998. Jatuhnya rezim otoriter ini merupakan 

momentum bagi masyarakat daerah untuk menyuarakan pemerintahan yang 

selama orde baru tidak mendapat perhatian serius oleh pemerintah pusat. Untuk 

mengakomodasi tuntutan tersebut, dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004  

tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No 22 tahun 1999. Semenjak 

diundangkannya undang-undang tersebut, kebijakan pemerintah terhadap 

hubungan pusat dan daerah yang dahulunya menggunakan sistem sentralisasi 

berubah menjadi sistem desentralisasi/otonomi daerah. 

Otonomi daerah berasal dari istilah Autos berarti sendiri dan nomos berarti 

pemerintahan. Jadi otonomi daerah berarti pemerintahan sendiri. Secara filosofis 

otonomi daerah dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang memberikan 

kewenangan kepada masyarakat di daerah untuk berpartisipasi secara luas dan 

mengekpresikan diri dalam bentuk kebijakan-kebijakan lokal tanpa tergantung 

kepada kebijakan pemerintah pusat. Selanjutnya, bahwa daerah otonom adalah 

daerah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk 

mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu. Urusan-urusan yang diserahkan 
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itu disebut urusan rumah tangga daerah atau isi otonomi daerah (Abdul Aziz 

Hakim, 2006: 114). 

Josep Riwu Kaho menyebutkan bahwa suatu daerah dapat dikatakan 

otonomi apabila memiliki atribut sebagai berikut: 

1. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah: 

urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan yang diserahkan oleh 

pemerintah pusat kepada daerah. 

2. Untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah tersebut, maka 

daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur 

pemerintah pusat, yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga 

daerahnya 

3. Urusan rumah tangga daerah itu diatur dan diurus/diselenggarakan atas 

inisiatif/prakasa dan kebijaksanaan daerah itu sendiri 

4. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat membiayai segala 

kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya 

(Abdul Aziz Hakim, 2006: 73) 

 

Definisi otonomi daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 

1 ayat 5 yang dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang,  dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Selanjutnya di ayat 6, daerah otonom adalah  kesatuan  

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dengan demikian, konsep otonomi daerah, pada hakikatnya mengandung 

arti pada kebebasan daerah untuk mengambil keputusan, baik politik maupun 

administratif, menurut prakasa sendiri. Dalam konteks ini maka kebebasan dalam 
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mengambil keputusan dengan prakasa sendiri adalah suatu keniscayaan. Oleh 

karena itu kemandirian daerah suatu hal yang penting, tidak ada intervensi dari 

pemerintah pusat. 

 

2. Teori Otonomi Daerah 

Sebelum reformasi, kekuasaan dan kekuasaan pemerintah pusat terhadap 

daerah sangat besar dan menentukan. Berbagai urusan dan kepentingan daerah 

ditentukan oleh pusat tanpa cukup mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi 

dan kepentingan daerah. Banyak daerah merasakan ketidakadilan dalam 

pemanfaatan sumber daya yang bersumber dari daerahnya. Maka melalui gerakan 

reformasi, paradigma pengelolaan negara yang sentralistik, tidak demokratis dan 

kurang menunjukan nilai-nilai keadilan dan kerakyatan mulai dikritisi. Hasilnya 

desentralisasi dipilih sebagai pengaturan pengelolaan negara.  

Secara universal, keberadaan pemerintahan daerah atau daerah otonom 

berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini didasarkan 

pada kenyataan bahwa pemerintahan daerah adalah unit organisasi pemerintahan 

yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga dinilai paling mampu menyerap 

aspirasi, kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat. 

Bowman dan Hampton (Koirudin, 2005: 2) menyatakan bahwa tidak ada 

suatu pemerintahan dari suatu negara dengan wilayah yang sangat luas dapat 

menentukan kebijakan secara efektif ataupun dapat melaksanakan kebijakan 

secara efektif ataupun dapat melaksanankan kebijakan dan program-programnya 

secara efisien melalui sistem sentralisasi. Dengan demikian, urgensi pelimpahan 



17 
 

kewenangan pusat baik dalam konteks politis maupun secara administratif, kepada 

organisasi atau unit di luar pemerintahan pusat menjadi hal yang sangat penting 

untuk menggerakan dinamika sebuah pemerintahan. 

Dari segi ketatanegaraan maka masalah pemerintahan daerah, merupakan 

masalah struktural dari suatu negara, sebagai suatu organisasi kekuasaan. Sebagai 

organisasi kekuasaan, maka dapat terjadi beberapa kemungkian terhadap 

kekudukan kekuasaan tersebut, pertama, kekuasaan itu terhimpun (gatrered) dan 

tidak dibagi-bagikan dan kedua, kekuasaan tersebut tersebar (despresed) dalam 

arti dibagi-bagikan pada kelompok-kelompok lainnya. Walaupun Indonesia 

sebagai negara kesatuan, akan tetapi semenjak diberlakukan kebijakan otonomi 

daerah maka kekuasaan yang dimiliki negara dibagi-bagikan kepada daerah-

daerah.   

Abdul Aziz Hakim (2006: 64-65) berpendapat bahwa dalam hal kekuasaan 

negara itu dibagi-bagikan, terdapat dua macam pembagian kekuasaan yaitu 

pembagaian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Pembagian menurut garis 

horizontal, kekuasaan negara dapat dibagi ke dalam beberapa cabang kekuasaan 

yang dikaitkan dengan fungsi lembaga-lembaga negara tertentu (didasarkan atas 

sifat tugas yang bekerja sejenisnya, sehingga menimbulkan lembaga-lembaga 

negara) yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang diatur dengan mekanisme 

chek and balance. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal, melahirkan 

garis hubungan antara pusat kekuasaan dan cabang-cabangnya (dalam hubungan 

“atas-bawah”). Pembagian kekuasaan secara vertikal melahirkan dua hubungan 

yaitu: pertama, pelimpahan sebagian kekuasaan kepada orang-orang dari pusat 
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kekuasaan yang berada pada cabang-cabangnya, untuk menyelenggarakan 

kebijakan yang telah ditetapkan oleh pusat kekuasaan. Kedua, pelimpahan 

sebagian kekuasaan kepada orang-orang dari cabang-cabangnya. Dengan kata lain 

pemencaran kekuasaan vertikal melahirkan pemerintahan daerah yang otonom 

yang memikul hak desentralisasi. Dalam UU No 32 Tahun 2004 Pemerintahan 

daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang 

ditentukan menjadi urusan pemerintah yaitu politik luar negeri; pertahanan; 

keamanan; yustisi moneter dan fiskal nasional; dan agama. 

Prinsip dasar dari teori desentralisasi dan pembagian kekuasaan vertikal 

yang dianut Indonesia menghasilkan daerah otonomi dan bentuk pemerintahan 

daerah otonom. Sehubungan dengan itu, UU No 32 Tahun 2004 mengatur 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan melalui tiga asas yaitu: 

a. Asas Desentalisasi 

Dalam asas desentralisasi, adanya pelimpahan kewenangan pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam daerah 

yang bersangkutan untuk secara bertingkat dengan alat kelengkapannya 

sendiri mengurus kepentingan rumah tangganya atas inisiatif dan biaya 

sendiri sejauh tidak menyimpang dari kebijakan pemerintahan pusat. 

Dalam UU No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, menegaskan 

bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, 

kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat, dengan 

tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan 

daya saing daerah (Pasal 1 ayat 7). 

b. Asas Dekonsentrasi 

Dekonsentrasi merupakan prinsip sistem pemerintahan, dimana terjadi 

pelimpahan sebagian kewenangan dari kewenangan pemerintah pusat yang 

ada disuatu wilayah dalam hubungan hirarkis antara atasan dan bawahan, 

untuk secara bertingkat menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat di 

wilayah itu, menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan serta beban 

biaya dari pemerintah pusat. 
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Dekonsentrasi  dalam UU No.32 tahun 2004 didefinisikan sebagai 

pelimpahan wewenang   pemerintahan   oleh Pemerintah kepada Gubernur 

sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah 

tertentu (Pasal 1 ayat 8). 

c. Asas Tugas Pembantu 

Pasal 1 ayat 9 UU No.32 tahun 2004 dijelaskan bahwa tugas pembantu 

adalah penugasan  dari    Pemerintah    kepada daerah dan/atau desa dari  

pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari 

pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas 

tertentu.    

Tugas pembantu sebagai tugas pemerintah daerah, untuk turut serta dalam 

melaksanakan urusan pemerintah, yang ditugaskan pemerintah pusat atau 

pemerintah tingkat atasanya, dengan kewajiban untuk mempertanggung 

jawabkan tugas itu kepada yang menugaskan. Tugas pembantu dapat pula 

diartikan sebagai pelimpahan wewenang perundang-undangan, untuk 

membuat peraturan daerah, menurut garis kebijaksanaan dari pemerintah 

pusat. 

 

Pilihan terhadap desentralisasi haruslah dilandasi argumentasi yang kuat 

baik secara teoritik ataupun secara empirik.  Syaukani dkk (2009: 20-36) 

memberikan argumentasi dalam memilih desentralisasi/otonomi yaitu: 

a. Mendorong terwujudnya efisiensi-efektifitas dalam penyelenggaraan 

pemerintahan 

Pemerintah negara mengelola berbagai dimensi kehidupan yang amat 

begitu kompleks. Oleh karena itu, tidaklah mungkin hal itu dapat 

dilakukan dengan cara sentralistik. Sehingga pemberian kewenangan 

kepada unit-unit pemerintah yang lebih rendah dan lebih kecil merupakan 

suatu kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat dihindari. Impilkasi adanya 

pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah maka tugas-tugas 

pemerintah akan dijalankan dengan lebih baik karena di daerah sudah 

sangat memahami konteks kehidupan yang ada disekitar. 

b. Pendidikan politik 

Adanya pemerintahan daerah maka hal ini akan menyediakan kesempatan 

bagi warga masyarakat untuk berpartisipasi politik, baik dalam rangka 

memilih atau kemungkinan untuk dipilih. Selain itu banyak kalangan ilmu 

poitik berargumentasi bahwa pemerintahan daerah merupakan kancah 

pelatihan (training ground) dan pengembangan demokrasi dalam sebuah 

negara. 
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c. Pemerintah daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan 

Pemerintahan daerah merupakan langkah persiapan untuk meniti karier 

lanjutan untuk tingkat nasional. Mustahil bagi seseorang untuk muncul 

dengan begitu saja menjadi politisi tingkat nasional ataupun internasional 

tanpa persiapan ditingkat lokal. Keberadaan institusi lokal merupakan 

wahana yang banyak dimanfaatkan seseorang guna menapak karier politik 

yang lebih tinggi. 

d. Stabilitas politik 

Salah satu manfaat dari desentralisasi-otonomi dalam penyelnggaraan 

pemerintah adalah penciptaan politik yang stabil. Hal ini berdasarkan 

argumentasi bahwa stabilitas politik nasional mestinya berawal dari 

stabilitas politik pada tingkat lokal. Oleh karena itu, pemberian 

kewenangan kepada pemerintahan di daerah akan menciptakan suasana 

politik yang stabil karena daerah memiliki ikatan dan tanggung jawab 

yang kuat guna mendukung pemerintahan nasional. 

e. Kesetaraan politik (political equality) 

Adanya desentraliasi ini membuka kesempatan bagi masyarakat di tingkat 

lokal, sebagai mana masyarakat ditingkat pusat pemerintahan akan 

mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam politik. disamping itu, warga 

masyarakat baik secara sendiri-sendiri ataupun secara berkelompok akan 

ikut terlibat dalam mempengaruhi pemerintahannya untuk membuat 

kebijaksanaan, terutama yang menyangkut kepentingan mereka. 

f. Akuntabilitas publik 

Kaitanya desentralisasi dengan akuntabilitas sangatlah erat. Adanya hal 

tersebut berarti membuka peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

pembuatan, perumusan, implementasi bahkan samapi pada evaluasi 

kebijaksanaan publik. Dengan demikian, kebijaksanaan yang terbentuk 

sangatlah dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki legitimasi yang 

tinggi. 

 

Prinsip otonomi daerah dan desentralisasi dalam hubungan kekuasaan 

antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu cara untuk 

mempraktikkan prinsip demokrasi. Artinya prinsip demokrasi harus 

diimplementasikan melalui pemencaraan kekuasaan baik secara horizontal 

maupun secara vertikal. Suatu kekuasaan yang tidak dipencar bukanlah kekuasaan 
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yang dapat diterima di negara demokrasi, melainkan merupakan model kekuasaan 

yang terjadi di negara-negara dengan sistem politik yang absolut atau otoriter.   

Otonomi daerah sebagai bagian dari kehidupan politik yang memiliki 

berbagai konsekuensi yang relevan apabila dilihat dari pendekatan struktural-

fungsional. Salah satu manfaat yang dimaksudkan dapat dilihat pada 

konseptualisasi yang disusun mengenai sistem politik dimana sistem politik dilihat 

dan diartikan sebagai suatu sistem aksi, saling ketergantungan diantara unit-unit 

dan suatu stabilitas tertentu dalam interaksi unit-unit itu. 

Mekanisme sistem politik bekerja berdasarkan pendekatan sistem yang 

dikemukakan oleh Davis Easton dimulai dari input (tuntutan dan dukungan) 

sistem politik yang berasal dari lingkungan sistem politik. selanjutnya input ini 

diproses atau dikonversi dan hasilnya adalah keputusan atau kebijakan. Keputusan 

kebijakan ini perlu ditindak lanjuti dengan implemantasi. Hasil atau output 

kebijakan akan memberikan perubahan-perubahan terhadap lingkungan. 

Masyarakat akan meresponya dengan memberikan umpan balik terhadap kenerja 

sistem politik. Jika policy output bisa memberikan perubahan-perubahan 

lingkungan sesuai dengan input maka masyarakat akan mendukungnya, tetapi 

sebaliknya jika policy output tidak cukup aspiratif maka masyarakat akan 

memberikan feedback dalam bentuk tuntutan-tuntutan baru (Budi Winarno,   

2008: 1).  

Selain itu penggunaan sistem ini akan berguna ketika kita hendak melihat 

bagaimana kinerja sistem politik termasuk bagaimana perubahan-perubahan 

dalam kinerja mereka (Budi Winarno, 2008: 113). Untuk melihat kapabilitas 
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sistem politik, Almond menyarankan adanya lima kategori kapabilitas sistem 

politik yang didasarkan pada klasifikasi mengenai inputs dan ouputs sistem 

politik. kapabilitas yang dimaksud Almond adalah: 

1. Kapabilitas ekstratif merupakan ukuran-ukuran kinerja sistem politik 

dalam mengumpulan sumber-sumber material 

2. Kapabilitas regulatif merujuk pada aliran kontrol perilaku individu dan 

relasi-relasi kelompok dalam sistem politik 

3. Kapabilitas distributif merujuk kepada kemampuan sistem politik dalam 

mengalokasikan sumber-sumber kepada masyarakat 

4. Kapabilitas simbolik merujuk kepada tuntutan-tuntutan perilaku simbolik 

dari elit-elit politik 

5. Kapabilitas responsif merujuk pada menanggapi dan menerima berbagai 

tuntutan dan aspirasi dalam masyarakat (Budi Winarno, 2008: 114) 

 

Dalam hubungan otonomi daerah dengan kualitas pemerintahan diyakini 

bahwa otonomi daerah bisa memajukan sebuah sistem administrasi pemerintahan 

lebih efisien dan kreatif. Selain itu otonomi daerah dapat meningkatkan efektifitas 

sektor publik. Treisman (M. Mas‟ud Said, 2005: 25) mengidentifikasi tiga dasar 

alasan munculnya ekspektasi bahwa pemerintahan daerah pasti akan 

meningkatkan kualitas pemerintahan yaitu: karena meningkatnya pengetahuan 

para pejabat publik atas kondisi-kondisi lokal; karena semakin mudah terciptanya 

kesesuaian antara kebijakan-kebijakan dengan selera dan kebutuhan lokal; dan 

arena semakin meningkatnya akuntabilitas para pejabat daerah.  

Dengan demikian penerapan asas desentraliasi/otonomi didasarkan pada 

pertimbangan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan dan untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi 

daerah. Atas dasar prinsip serta argumentasi diatas sangatlah berguna bagi 

penyelenggaraaan pemerintah di daerah. Maka hal tersebut harus senantiasa 

menjadi perhatian para penyelenggara pemerintah dan pelaksanaan pembangunan 
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serta pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan 

kesejahteraan. 

 

3. Perkembangan Otonomi Daerah dan Dinamika Politik Lokal 

Dalam era reformasi ini pemerintah telah mengeluarkan dua kebijakan 

tentang otonomi daerah. Pertama adalah UU No. 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan UU no. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Untuk kemudian direvisi dan diperbarui 

dengan  UU No 32 Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah.  

Sejalan dengan perkembangan proses demokratisasi yang berjalan di 

semua lapisan masyarakat, termasuk juga ditingkat lokal maka akan berimbas 

pada tingginya dinamika politik di tingkat lokal. Hal itu menjadi bertambah kuat 

lagi sejalan dengan meningkatnya kebebasan baik kebebasan berpendapat dan 

kebebasan berserikat, atapun kebebasan pers.  

Kehadiran undang-undang tersebut merupakan peluang untuk 

mewujudkan aspirasi daerah yaitu keinginan untuk memiliki pemimpin lokal yang 

disepakati oleh rakyat melalui Pilkada langsung. Pilkada sebagai salah satu akibat 

dari adanya otonomi daerah harapanya dapat menciptakan kondisi dan situasi 

politik lokal yang mantap dan stabil sehingga dapat menguatkan sistam politik 

ditingkat nasional. Pilkada tentunya memiliki aspek-aspek positif bagi 

terbangunya sistem politik yang stabil akan tetapi disisi lain Pilkada juga 

menimbulkan berbagai konflik baik ditahapan dipersiapan, perlaksanaan dan 
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pasca Pilkada itu sendiri (kajian ini lebih dalam dibahas di bab selanjutnya). 

Syaukani dkk (2009: 206) mengungkapakan bahwa dengan adanya otonomi 

daerah menyebabkan pejabat pemerintahan tidak lagi merupakan individu yang 

untouchable, namum mereka sangat terbuka untuk dijadikan sasaran kritik dari 

berbagai pihak didaerah. Oleh karena itu kemungkinan peningkatan terhadap 

akuntabilitas pejabat didaerah  akan sangat tinggi, karena akan menjadi proses 

kontrolling terhadap pemegang jabatan, baik yang menyangkut perilakunya 

sehari-hari ataupun yang berkaitan dengan pilihan kebijaksanaan. 

Harapan sangat besar kepada Pilkada sebagai proses mewujudkan praktek 

pemerintahan yang demokratis di tingkat lokal. Harapan ini beralasan mengingat 

desentralisasi politik yang dijalankan sejak UU No. 4 tahun 1974 sampai dengan 

UU No. 22 tahun 1999, tidak menghasilkan perubahan yang berarti bagi praktek 

penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis ditingkat lokal (Gregorius 

Shadan, 2005:113). Dengan adanya Pilkada diharapkan akan terjadi perubahan 

fundamental bagi terwujudnya demokrasi lokal. Demokrasi lokal ini tidak 

mungkin muncul begitu saja, tetapi lahir dari sebuah proses dan yang dibangun 

atas dasar demokrasi, sehingga menghasilkan pemimpin yang berjiwa demokratis, 

memiliki semangat mengembangkan kehidupan demokrasi di tingkat lokal dan 

yang paling penting mampu menjalankan kekuasaan sesuai dengan amanat rakyat. 

Dengan adanya otonomi daerah dalam bingkai dalam negara kesatuan 

ditambah dengan Pilkada yang dibangun diatas sistem presidensiil yang 

multipartai tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap dinamika politik lokal. 

Dinamika politik di tingkat lokal haruslah dimaknai sebagai suatu proses 
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berdemokrasi dan harus diawasi sehingga akan memberikan nilai positif bagi 

terbangunnya politik nasional yang stabil. 

 

B. Tinjauan Tentang Partai Politik 

1. Definisi Partai Politik 

Untuk melihat sejauh mana kontribusi partai politik dalam dunia 

perpolitikan khususnya dalam politik lokal, akan lebih baik apabila diawali 

dengan pemahaman mengenai definisi partai politik. Pemahaman dasar ini akan 

membawa dan membuka jalan pemahaman dalam penelitian ini.    

Kehadiran partai politik dalam sistem demokrasi tidak dapat dilepaskan 

dari peran dan fungsinya, tidak hanya kepada konstituenya yang dikelolanya tetapi 

juga kepada bangsa dan negara. Karena, organisasi politik yang dapat 

menempatkan orang-orangnya dalam jabatan-jabatan politis berarti akan 

menentukan kebijakan publik yang berdampak luas, tidak hanya kepada 

konstituen mereka (Firmanzah, 2008: 65). 

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah 

organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa 

sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu 

pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan 

(Miriam Budiarjo, 2008: 403). 

Miriam Budiarjo menyatakan bahwa banyak sekali definisi tentang partai 

politik yang dibuat oleh para ahli politik. Diantaranya adalah Carl J. Friedrich 

menyatakan bahwa:  
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Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil 

dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap 

pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, 

memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil 

serta materiil. (A political party is a group of human beings, stably 

organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the 

control of a government, with the further objective of giving to members of 

the party, through such control ideal and material benefits and 

advantages) (Miriam Budiarjo, 2008: 404). 

 

Kemudian menurut Sigmund Neumann, mengemukakan definisi partai politik 

sebagai berikut : 

Partai politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha 

untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut deukungan rakyat 

melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain 

yang mempunyai pandangan yang berbeda (A political party is the 

articulate organization of society‟s active political agent; those who are 

concerned with the control of governmental policy power, and who 

compete for popular support with other group or groups holding divergent 

view) (Miriam Budiarjo, 2008: 404). 

 

Menurut Ramlan Surbakti (1992: 116) menyatakan bahwa partai politik 

merupakan sekelompok orang yang terorganisir secara rapi yang dipersatukan 

oleh persamaan ideologi yang bertujuan untuk mencari dan mempertahan 

kekuasaan dalam pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan yang 

telah mereka susun. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil 

pemaduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara 

mencari dan mempertahankan kekuasaan  guna melaksanakan kebijakan umum 

dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah.  

La Palombara dan Weiner mengidentifikasi ada empat karakteristik dasar 

yang menjadi ciri khas organisasi yang dapat dikategorikan sebagai partai politik. 
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Kriteria yang diajukan ini menjadi Kriteria popular untuk melakukan studi 

komparasi politik. Keempat karakteristik dasar dari partai politik adalah sebagai 

berikut: 

1) Organisasi jangka panjang. Organisasi ini diharapkan dapat terus hadir 

meskipun pendirinya sudah tidak ada lagi. Partai politik hanya akan 

berfungsi dengan baik sebagai organisasi ketika ada sistem dan prosedur 

yang mengatur aktivitas organisasi dan ada mekanisme suksesi yang dapat 

menjamin keberlangsungan partai politik jangka waktu yang lama. 

2) Struktur organsiasi. Partai politik dapat menjalankan fungsi politiknya 

apabila didukung oleh strukur organisasi. Struktur yang sistematis dapat 

menjamin aliran informasi dari bawah keatas maupun sebaliknya, sehingga 

nantinya akan meningkatkan efisiensi serta efektifitas fungsi control dan 

koordinasi. 

3) Tujuan berkuasa. Partai politik didirikan untuk mendapatkan dan 

mempertahankan kekuasaan. Hal ini pula yang membedakan partai politik 

dengan bentuk kelompok dan group lain yang terdapat dalam masyarakat 

seperti perserikatan, asosiasi dan ikatan 

4) Dukungan publik luas adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan. Partai 

politik perlu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Dukungan 

inilah yang menjadi sumber legitimasi untuk berkuasa (Firmanzah, 2008: 

67-68). 

 

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 

1 ayat 1, Partai  Politik  didefinisikan sebagai  organisasi  yang  bersifat  nasional  

dan  dibentuk  oleh  sekelompok warga negara  Indonesia secara  sukarela atas 

dasar kesamaan  kehendak dan  cita-cita untuk memperjuangkan dan membela 

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan  negara,  serta  memelihara  

keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia berdasarkan Pancasila  dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun1945.   

Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa partai politik adalah merupakan sebuah organisasi politik yang 
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terorganisir secara rapi dimana anggotanya memiliki persamaan ide, gagasan, 

orientasi, cita-cita, serta ideologi yang bertujuan untuk merebut dan 

mempertahankan kekuasaan. 

2. Tinjauan tentang Ideologi dan Platform Partai Politik 

Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide, cita-cita, 

atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Cita-cita yang dimaksud disini 

adalah cita-cita yang bersifat tetap, yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang 

bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, atau paham. Pengertian 

ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-

ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan 

sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia 

terhadap dalam pelbagai bidang kehidupan (Kaelan, 2002: 50-52).  

Dalam dunia politik, hubungan antara ideologi dan politik adalah 

hubungan yang tak terpisahkan. Terlebih apabila melihat batasan pengertian partai 

politik dari Mark N. Hagopian (Ichlasul Amal, 1996: xv) dimana menurutnya 

partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk 

dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan 

kepentingan ideologis. Berdasarkan batasan tersebut tampak jelas bahwa basis 

suatu partai adalah ideologi dan kepentingan kekuasaan.  

Ideologi politik dapat diartikan sebagai sistem kepercayaan yang 

memberikan penjelasan-penjelasan pembenar mengenai kepentingannya 

keteraturan politik bagi masyarakat guna mengefektifkan pencapaian tujuan yang 

diinginkan (M. Djadijono, 2006: 74). Hal ini dapat diartikan bahwa warna dari 
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partai politik sangatlah dipengaruhi oleh ideologi yang dapat mewarnai dan 

mempengaruhi cara bersikap dan berperilaku yang diperlihatkan orang-orang 

didalamnya. Masing-masing partai politik akan mengusung ideologi yang berbeda 

satu dengan yang lainnya.  

Ideologi juga dapat digunakan sebagai identitas atau karakteristik suatu 

partai, sehingga semua orang terutama para pemilih yang berhak memberikan 

suara dapat dengan mudah membedakan satu partai dengan partai yang lain. 

Kemiripan dengan partai lain memang mungkin terjadi, tetapi tidak mungkin akan 

mungkin sama persis. Sebab, logikanya, kalau dua partai politik ternyata sama, 

lalu mengapa harus tedapat dua partai itu. Kenapa tidak satu saja. Pasti diantara 

keduanya terdapat karakteristik tertentu yang tidak dimiliki oleh partai lain. 

Betapapun kecilnya, harus ada pembeda. 

Salah satu materialisme ideologi politik adalah platform politik. Platform 

partai berisikan panduan umum dan garis besar arah kebijakan partai dalam 

kontribusinya terhadap permasalahan bangsa dan negara. Platform partai memuat 

hal-hal penting dan mendasar yang digunakan sebagai acuan dasar bagi 

penyusunan hal-hal yang harus dilakukan. Untuk selanjutnya, platform partai 

berisikan hal-hal yang bersifat fundamental dan menjadi prioritas perjuangan 

politik. 
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3. Peran Partai Politik 

Dinamika dan perkembangan masyarakat yang semakin majemuk 

menuntut  peningkatan peran, fungsi,  dan  tanggung  jawab  partai  politik  dalam  

kehidupan  demokrasi  sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Berdasarkan 

definisinya bahwa partai politik adalah organisasi dari sekelompok warga negara, 

maka fungsi utama partai politik selain mencari dan mempertahankan kekuasaan 

adalah fungsi representasi. Roy C. Macridis (Ichlasul Amal, 1996: 26) 

menjelaskan  fungsi representasi yang dimaksud adalah ekspresi dan artikulasi 

kepentingan kelompok melalui partai. Fungsi representasi ini merupakan ekspresi 

kepentingan tertentu, kelas tertentu atau kelompok sosial tertentu atau dengan kata 

lain partai memberikan sarana politik langsung kepada kepentingan yang 

diwakilikinya. Dengan fungsi representasi ini, maka partai politik akan membawa 

dan memperjuangkan kapentingan kelompoknya dan apabila terjadi perbedaan 

kepentingan antar kelompok, maka partai berusaha mencari kompromi atas 

kepentingan dan pendapat yang berbeda-beda itu dan mengajukan peendapat 

menyeluruh yang dapat diterima semua anggota dan dapat menarik publik secara 

keseluruhan. 

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 

11 ayat 1 menyatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana: 

a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga 

negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa 

Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam 

merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; 
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d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan 

e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui 

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan 

gender. 

 

Secara garis besar, peran dan fungsi partai politik dapat dibedakan menjadi 

dua. Pertama, peran dan fungsi internal organisasi yang meliputi peran partai 

dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, sarana diskusi, kaderisasi, dan 

melanggengkan idiologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai 

politik. Kedua, partai juga mengemban tugas lebih bersifat ekternal organisasi. 

Disini peran-peran dan fungsi organisasi partai politik terkait dengan masyarakat 

luas, bangsa dan negara. Kehadiran partai politik juga memiliki tanggung jawab 

konstitusional, moral, etika, dan pembangunan sistem politik untuk membawa 

kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik (Firmanzah, 2008: 119-120).     

 Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, partai politik memiliki peran 

besar didalamnya. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah, khususnya pasal tentang Pilkada, terlihat jelas peran partai politik masih 

cukup dominan. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam: 

1. Pasal 56 ayat 2 “Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik”. 

2. Pasal 59 ayat 2 “Peserta pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala 

Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh 

partai politik atau gabungan partai politik”. 

3. Pasal 59 ayat 3 “Partai politik atau gabungan partai  politik   wajib  

membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan 

yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan 

selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang 

demokratis dan transparan”. 

4. Pasal 59 ayat 4 “Dalam proses penetapan pasangan calon partai politik 

atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan 

masyarakat ”. 
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5. Pasal 59 ayat 6 “Partai politik atau gabungan. partai politik sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) hanya dapat mengusulkan satu pasangan 

calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai 

politik atau gabungan partai politik lainnya. 

 

Dari pasal-pasal yang disebutkan diatas dapat dikatakan bahwa peranan partai 

politik dalam proses Pilkada sangatlah besar. Mekanisme ini dipakai dengan 

harapan partai politik dapat menyodorkan calon-calon Kepala Daerah yang benar-

benar telah melalui proses pendidikan politik di partainya. Dengan demikian maka 

calon-calon Kepala Daerah telah memenuhi persyaratan secara administratif 

maupun secara politis.  

Dengan sejumlah fungsi dan peran yang melekat, keberadaan partai politik 

menjadi salah satu syarat utama bagi tegaknya demokrasi. Hal ini dikarenakan 

partai politik menjadi salah satu sarana untuk mengefektifkan dan memobilisasi 

rakyat. Disamping itu, partai juga dapat memperjuangkan kepentingan 

konstituenya serta memberikan penjelasan mengenai keputusan-keputusan politik 

yang diambil pemerintah. Jika fungsi dan peran ini bekerja dan berjalan dengan 

baik maka demokrasi akan berjalan sehat. 

 

4. Tipologi Partai Politik 

Ramlan Surbakti (2007: 121) mengemukan tipologi partai politik 

merupakan pengklasifikasian berbagai partai politik yang berdasarkan kriteria 

tertentu, seperti asas, orientasi, komposisi, basis sosial dan tujuan walaupun pada 

pelaksanaannya klasifikasi yang cenderung ideal pada kenyataannya tidak 

sepenuhnya demikian. Tipologi ini sangat membantu untuk mempermudahkan 

pemahaman terhadap partai politik. Tiap-tiap pakar politik memiliki acuan 
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tersendiri untuk menggambarkan tipologi partai, maka wajar apabila tipologi yang 

dihasilkan berbeda pula. Berikut ini beberapa pendapat ahli mengenai tipologi 

partai politik: 

a. Ichlasul Amal (1996: xv-xvii) mengajukan tipologi didasarkan pada tingkat 

komitmen partai terhadap ideologi dan kepentingan. Sekurang-kurangnya 

terdapat lima jenis partai yaitu: 

1) Partai Proto : Partai Proto yaitu fraksi yang dibentuk berdasarkan 

pengelompokan ideologis masyarakat. Jadi sesungguhnya partai proto 

belum mempunyai ciri sebagai partai politik dalam pengertian modern 

(tipe awal partai politik). 

2) Partai Kader : Partai kader adalah partai yang secara ketat membatasi 

keanggotaannya terbatas pada golongan kelas menengah ke atas. Ideologi 

yang dianut konservatisme ekstrim atau meksimal reformisme moderat. 

3) Partai massa : Partai massa merupakan partai yang dibentuk di luar 

lingkungan parlemen dan berorientasi pada basis pendukung yang luas dan 

memiliki ideologi yang cukup jelas untuk memobilisasikan massa. Di 

Indonesia misalnya partai Golkar dan PDIP. 

4)  Partai Diktatorial : Partai diktatorial merupakan subtype partai massa, 

tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. 

5)  Partai Cath-all : Partai ini merupakan gabungan dari partai kader dan 

massa. Riswanda Imawan (dalam Cholisin, 2004: 161) mengajukan tipe 

Cath all Party berideologi, sebagai tipe partai yang perlu dikembangkan di 

era reformasi agar agenda politik yang ditawarkan menjadi jelas arahnya 

sehingga mewarnai rezim politik. 

b. Ramlan Surbakti mengajukan tipologi berdasarkan berbagai kriteria, yaitu: 

1) Berdasarkan asas dan orientasi. Berdasarkan kriteria ini, maka dikenal tiga 

tipe partai sebagai berikut: 

a) Partai Politik Pragmatis  

Partai politik pragmatis adalah partai politik yang programnya tidak 

terlalu terikat dengan kaku oleh suatu doktrin dan ideologi tertentu. 

Penampilan partai politik pragmatis cenderung tercermin dalam 

program-program yang dipimpin oleh pemimpin utama partai politik 

dan gaya pemimpin partai politik. Partai ini biasanya mempunyai 
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sistem keorganisasian yang agak longgar sehingga terkesan partai ini 

seperti tidak memiliki ideologi. Karena ideologi dalam partai 

pragmatis hanya merupakan sejumlah gagasan umum daripada 

sejumlah doktrin dan program konkret yang harus dilaksanakan. 

b) Partai Politik Doktriner  

Partai doktriner adalah merupakan partai politik yang mempunyai 

sejumlah program dan kegiatan yang konkret dimana merupakan 

penjabaran dari sebuah ideologi. Ideologi merupakan seperangkat nilai 

yang dirumuskan secara konkret dan sistematis dalam program-

program yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh anggota partai. 

Pergantian kepemimpinan partai tidak mengubah prinsip partai politik 

karena ideologi partai politik sudah terumuskan secara konkret dan 

terorganisasikan secara ketat sehingga perubahan pemimpin partai 

hanya mengubah dalam tigkatan tertentu saja. 

c) Partai Politik Kepentingan  

Partai kepentingan merupakan suatu partai politik yang dibentuk dan 

dikelola atas dasar kepentingan, seperti buruh, petani, agama, dll. 

Partai ini sering berkembang di negara yang menganut banyak partai 

(multi partai), tetapi bisa juga ditemui di negara yang menganut dua 

partai yang berkompetisi namun belum bisa mengakomodasi 

kepentingan dalam masyarakat (Ramlan Surbakti, 1992: 122) 

 

 

2) Berdasarkan komposisi dan fungsi anggota 

Menurut komposisi dan fungsi anggotanya, partai politik dapat 

digolongkan menjadi dua yakni partai politik massa atau lindungan dan partai 

politik kader. Yang dimaksud dengan partai politik massa adalah partai politik 

yang mengandalkan kekuatan yang terletak pada jumlah anggota dengan cara 

memobilisasi massa sebanyak-banyaknya dan mengembangkan diri sebagai 

pelindung masyarakat sehingga pada pemilihan umum dapat dimenangkan dan 

kesatuan nasional dapat dipelihara (Miriam Budiardjo, 2000: 166). 

 Partai ini biasanya melakukan koalisi dengan berbagai aliran politik yang 

sepakat untuk barada dalam lindungan guna memperjuangkan dan melaksanakan 

program-program yang telah disusun dan bersifat umum. Kelemahan partai ini 

terletak pada saat pembagian kursi (jabatan) dan pada saat perumusan kebijakan 
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karena karakter pada masing-masing kelompok sangat menonjol. 

Ketidakmampuan partai dalam membuat keputusan yang bisa diterima oleh semua 

pihak dapat mengancam keutuhan partai. 

Sedangkan partai kader adalah suatu partai politik yang mengandalkan 

kualitas dari anggota, ketaatan dalam organisasi, dan disiplin anggota merupakan 

sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan partai bersifat ketat yaitu melalui 

kaderisasi yang berjenjang dan intensif, serta penegakan disiplin partai sangat 

konsisten dan tidak pandang bulu. Struktur organisasi bersifat hirarkis sehingga 

jalur pemerintah dan tanggung jawab sangat jelas (Miriam Budiardjo, 2000: 166). 

 

3) Berdasarkan basis sosial dan tujuan 

Menurut basis sosialnya, partai politik digolongkan mejadi empat tipe, 

yaitu: 

a) Partai politik yang beranggotakan lapisan sosial dalam masyarakat, seperti, 

kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah; 

b) Partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok tertentu, 

seperti buruh, tani, dan pengusaha; 

c) Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari pemeluk agama 

tertentu, seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu; 

d) Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari kelompok budaya 

tertentu, seperti suku bangsa, bahasa, dan derah tertentu (Cholisin dkk, 

2006: 119). 

 

Sedangkan berdasarkan tujuan, partai politik dibagi menjadi tiga yaitu: 

a) Partai Perwakilan Kelompok 

Partai ini menghimpun berbagai kelompok masyarakat untuk 

memenangkan sebanyak mungkin kursi dalam parlemen. 

b) Partai Pembinaan Bangsa 

Partai yang bertujuan menciptakan kesatuan nasonal dan biasanya 

menindas kepentingan-kepentingan sempit. 

 

 

 



36 
 

c) Partai Mobilisasi 

Partai yang berupaya memobiliasi masyarakat ke arah pencapaian tujuan-

tujuan yang ditetapkan oleh pemimpin partai, sedangkan partisipasi dan 

perwakilan kelompok cenderung diabaikan (Cholisin dkk, 2006: 119-120). 

 

 Dengan diuraikannya tipologi partai politik diatas maka akan membantu 

memudahkan peneliti untuk menganalisa dan mengelompokan keberadaan Partai 

PAN dan Golkar masuk ke dalam  tipe apa serta membantu untuk mengungkap 

latar belakang Partai PAN dan Golkar dalam membangun koalisi untuk 

mengusung pasangan Walikota Herry Zudianto – Haryadi Suyuti periode 2006-

2011 Kota Yogyakarta.   

 

C. Tinjauan Tentang Teori Koalisi dan Proposinya  

1. Definisi Koalisi 

Dalam sistem pemerintahan presidensiil yang multi partai, koalisi adalah 

suatu keniscayaan untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Sistem presidensiil 

multipartai, membawa partai politik dalam konteks persaingan yang lebih ketat, 

dan seringkali koalisi yang dibangun membingungkan. Kompleksnya kekuatan 

politik, aktor dan ideologi menjadi faktor yang menyulitkan dalam berkoalisi.  

Persaingan antar partai oleh Kuskridho Ambardi (2009: 353) diartikan 

sebagai keadaan di mana partai-partai menegaskan perbedaan mereka demi 

mengartikulasikan satu atau sejumlah kepentingan kolektif kelompok sosial 

masyarakat dan menyalurkannya melalui proses pembuatan kebijakan. Persaingan 

ini tentunya didasarkan pada komitmen akan ideologis atau programatis suatu 

partai. Hal ini dikarenakan fungsi partai politik sebagai representasi. Mereka 

merupakan ekspresi dari kepentingan tertentu, kelas tertentu atau kelompok sosial 
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tertentu atau dengan kata lain partai memberikan sarana politik langsung kepada 

kepentingan yang diwakilikinya. 

Dalam konteks Indonesia dimana sistem politik dipadukan dengan multi 

partai perlu dicatat peringatan dari Scott Mainwaring dan Mattehew S. Shugart. 

Dalam bukunya Presidentialism and Democracy in latin America, mereka 

menjelaskan bahwa ketidakstabilan pemerintah akan terjadi bila sistem 

presidensiil dipadukan dengan sistem multi-partai akan cenderung melahirkan 

presidensiil (minority-president) dan pemerintahan terbelah (divided government), 

yaitu eksekutif yang hanya mendapatkan dukungan minoritas diparlemen. 

Hadirnya eksekutif minoritas dan pemerintahan yang terbelah, menyebabkan 

banyak sistem presidensiil di negara-negara Amerika latin gagal menghadirkan 

demokrasi yang stabil (Denny Indrayana, 2008: 11). 

Dalam literatur ilmu politik, Dodd Lawrence memaknai koalisi sebagai “ a 

temporary joining of political actors to advance legislation or to elect candidater 

/gabungan sementara politikus untuk memajukan atau memilih kandidat ” atau 

juga berarti “an agreement between political parties in parliamentary system form 

a government” /persetujuan diantara beberapa partai politik dalam pemerintahan 

sistem parlementer (Dominggus Niconemus Kaya, 2005: 20). Jadi suatu koalisi 

pada dasarnya mencari rekan yang sesuai dengan aktivitas dan tujuan politik 

untuk menghadapi aktor lawan politiknya dan koalisi politik yang lain. Dalam 

rangka mencari, memilih dan menentukan patner dan srategi koalisi, disini suatu 

platform politik partai harus menjadi pijakan utama untuk membangun koalisi. 
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Jadi koalisi adalah suatu bentuk kesepakatan dan kerjasama politik yang 

melibatkan dua partai atau lebih dengan maksud untuk membangun kesamaan 

persepsi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Koalisi dibangun pada 

umumnya dalam rangka merebut kekuasaan, baik ditingkat eksekutif maupun 

legislatif. Hal ini tentunya merujuk subtasnsi dari politik itu sendiri. Dimana 

politik adalah sebagai tujuan bersama, maka dengan adanya koalisi maka 

kemungkinan untuk mencapai tujuan bersama akan lebih mudah tercapai. 

Dengan pemahaman ini maka Riswandha mengisyaratkan tiga kriteria 

minimal yang harus dipenenuhi dalam melakukan koalisi: pertama, memiliki titik 

pandang yang sama tentang masalah-masalah krusial dalam masyarakat. Kedua 

tidak eksklusif, terutama dalam hal basis massa. ketiga tidak bergerak pada derajat 

militansi tinggi (Dominggus Niconemus Kaya, 2005: 21). Dengan berpegangan 

pada ketiga syarat ini, paling tidak bentukan koalisi bisa dijamin beraktifitas. 

 

2. Tipe-Tipe Koalisi 

Koalisi yang ideal adalah koalisi yang dapat memenuhi hakikat dari pada 

arti kata koalisi tersebut. Hal ini tentunya jika koalisi yang dibangun dapat 

menciptakan kondisi politik yang stabil. Koalisi yang mudah memang berawal 

dari kesamaan ideologi. Namun kesamaan ideologi juga harus disertai oleh adanya 

nilai-nilai bersama dan tujuan politik yang sama untuk diperjuangkan. Nilai 

bersama dan tujuan yang sama itulah yang akan menimbulkan saling percaya yang 

akan menjadi perekat bagi anggota koalisi untuk menciptakan pemerintahan 

efektif. 
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Ditengah sistem multipartai, maka koalisi antar partai menjadi tidak 

terhindarkan dan juga koalisi permanen memang tidak bisa dibentuk dengan 

sembarangan. Mengacu pada klasifikasi Arend lijphart (Denny Indrayana, 2008: 

221) koalisi pemerintahan dapat dibagi tiga: koalisi pas terbatas (minimal winning 

coalition), koalisi kekecilan, dan koalisi kebesaran (oversized coalition).  

Koalisi pas terbatas (minimal winning coalition) dimana prinsip dasarnya 

adalah mendapatkan dukungan mayoritas sederhana diparlemen. Jumlah partai 

yang berkoalisi dibatasi hanya untuk mencapai dukungan mayoritas sederhana. 

Koalisi kekecilan adalah koalisi yang tidak mendapat dukungan mayoritas 

sederhana diparlemen. koalisi kebesaran (oversized coalition) koalisi yang nyaris 

mengikut sertakan semua partai ke dalam pemerintahan. 

Menurut Anas Urbaningrum (2004: 163), setidaknya ada dua faktor yang 

menjadi penyebab kuat bagi partai politik untuk melakukan koalisi. Pertama, 

faktor ideologis. Tidak dapat dipungkiri faktor ideologis alias aliran-aliran politik 

merupakan faktor yang signifikan bagi terjadinya koalisi politik. kedua, faktor 

kepentingan politik. Dalam politik ada pepatah ringan, yakni tidak ada kawan dan 

tidak ada lawan yang abadi di dalamnya, kecuali persamaan kepentingan politik, 

jadi koalisi dibentuk atas dasar persamaan kepentingan politik praktis. 

Firmanzah (2008: 78) melihat koalisi sebagai bangunan struktur yang tidak 

tetap dan sangat labil. Artinya, ketika kepentingan dan tujuan politik sudah tidak 

sama lagi, koalisi tersebut biasanya pecah. Lalu, masing-masing pihak bisa 

berkoalisi dengan pihak lain yang dirasa dapat membantu dalam mencapai tujuan 

politiknya. Selain itu beliu juga berpendapat bahwa koalisi yang baik adalah 
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koalisi dengan partai lain yang memiliki kesamaan ideologis. Semakin sama 

ideologi politiknya semakin awet koalisi yang terbentuk. Begitu juga sebaliknya, 

semaki berbeda ideologinya, maka semakin besar pula kemungkinan munculnya 

perilaku oportunis dan agenda yang tersembunyi.    

Dengan demikian koalisi menjadi pilihan rasional untuk meraih 

kekuasaan. Koalisi diperuntukan untuk menggalang dukungan dalam membentuk 

pemerintahan oleh partai pemenang Pemilu, disisi lain dibutuhkan dalam rangka 

memperkuat oposisi bagi partai-partai yang duduk diparlemen tapi tidak ikut 

dalam pemerintahan (eksekutif). 

 

3. Koalisi Partai Politik dan Pilkada  

Dominggus Niconemus Kaya (2005: 24) menjelaskan setidaknya ada 

empat alasan mendasar mengapa partai politik dalam Pilkada harus membentuk 

koalisi. Pertama, kalkulasi jumlah suara sah yang dimiliki dalam pemilu legislatif 

tidak memungkinkan semua partai secara otomatis berhak mencalonkan 

kandidatnya. Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

pasangan calon Kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat dari 

pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik. 

Selanjutnya, menurut Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang 

Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah, Parpol atau gabungan Parpol yang berhak mengajukan pasangan calon 

Kepala Daerah harus memperoleh kursi minimal 15 % di DPRD atau 15 % suara 

akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang 
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bersangkutan.Untuk memenuhi syarat 15 % kursi di DPRD yang bersangkutan 

tidak cukup banyak parpol yang dapat memenuhinya secara sendirian. Karena itu 

tidak ada jalan lain kecuali parpol-parpol didaerah tersebut harus berkoalisi 

dengan parpol lain hingga memenuhi persyaratan 15 % kursi. Kedua, jarak 

ideologis dalam masyarakat lokal cukup dekat. Banyak partai yang ideologinya 

kurang bisa saling dijabarkan dalam bentuk platform politik. Hal ini membuat 

kabur dan mempersulit masyarakat untuk menentukan dan memilih calon dari 

partai. Ketiga, variasi isu yang dikemas sangat terbatas. Terbatasnya cakupan 

wilayah, isu sosial-ekonomi, ditambah sempitnya jarak ideologis partai memaksa 

untuk berfikir bahwa konsolidasi dan bekerjasama sebagai solusi yang paling 

memungkinkan. Keempat, minimnya kader pimpinan. Gejala ini relatif ditemui di 

semua daerah. Ada daerah yang ketersediaa kader dalam jumlah yang besar dan 

juga ad daerah yang minim kadernya. Kalaupun ada kader yang berkualitas, besar 

kemungkinan adalah putra daerah yang sukses ditanah perantauan sehingga pasti 

yang bersangkutan tidak populis dimasyarakat lokal.  

Sebagian  besar  partai-partai  yang  memenangkan  pertarungan  dalam  

Pilkada  selama setahun  terakhir  adalah  partai-partai  yang  saling  berkoalisi  

dalam  mengusung  para kandidat. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Anas 

Urbaningrum, beliau mengungkapkan bahwa:  

Keperluan untuk berkoalisi tidak saja dilandasi oleh fakta politik yang 

terjadi, yakni tidak ada satu pun partai politik yang mampu memperoleh 

suara mutlak- karena sistem politiknya multipartai, namun juga didasari 

oleh keinginan politik yang kuat untuk melanggengkan kepentingan 

bersama. Koalisi politik menyebabkan pola keseimbangan politik terjadi. 

Dalam sistem demokrasi koalisi politik dapat dilakukan oleh partai 

berkuasa dengan partai-partai politik lain – yang seideologi atau 
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sekepentingan. Dengan demikian perimbangan politik yang 

mengedepankan prinsip cheks and balances terjadi (Anas Urbaningrum, 

2004: 163). 

 

Namun  demikian,  hampir  tidak  ada  pola  koalisi  dan  kerjasama yang 

permanen di antara partai-partai yang mengajukan pasangan calon dalam Pilkada. 

Di satu pihak hal ini tampak positif karena kerjasama tersebut seolah-olah  

didasarkan pada kesamaan isu segar yang hendak diusung, tetapi di sisi lain  

memperlihatkan bahwa partai-partai sesungguhnya tidak memiliki ideologi dan  

platform politik yang jelas. Selain itu, pola dan kerjasama antarpartai di tingkat 

nasional tidak sepenuhnya terjadi di tingkat lokal (Syamsuddin Haris, 2006: 7).  

Partai-partai besar bisa saling berkoalisi dengan partai besar, partai  

sedang, ataupun partai kecil. Begitu pula sebaliknya, partai kecil berkoalisi 

dengan partai kecil  ataupun dengan partai besar dan partai sedang. Hampir  tidak  

ada suatu pola yang bersifat menetap antara daerah yang satu dengan  lainnya,  

termasuk di antara suatu partai yang sama di kabupaten/kota yang berbeda tetapi 

di dalam propinsi yang sama.  

Dari  213  Pilkada  2005  yang  dianalisis,  hanya  83  pilkada  (38%)  yang 

dimenangkan  oleh  pasangan  kandidat  yang  diusung  oleh  satu  partai  secara  

sendiri. Sebanyak  130  pilkada  lainnya  (62%)  dimenangkan  oleh  pasangan  

calon  yang diusung  oleh  koalisi  partai, baik koalisi dua partai, koalisi tiga  

partai, maupun koalisi empat partai  atau  lebih. Rekor koalisi partai terbanyak  

ditemukan di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, ketika pasangan Ratna Ani 

Lestari dan Yusuf Nuris didukung oleh  18  partai-partai  non-DPRD.  Ironisnya 
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Ratna  diminta mundur  dan bahkan dipecat oleh para elite politik dan anggota 

DPRD yang tidak siap berdemokrasi. 

Tabel 3 

Pola Koalisi Pemenang Pilkada 2005 

 

Pemenang Pilkada Jumlah Daerah Persen 

Partai non-koalisi                            83 38  

Partai-partai berkoalisi  

-  Koalisi dua partai  

-  Koalisi tiga partai  

-  Koalisi empat partai/ lebih  

     

130  

26 

57 

62 

              62 

Total                            

213 

           100 

Sumber: Syamsuddin Haris 2006 

 

Syamsuddin Haris juga menyatakan bahwa dari penyelenggaraan Pilkada 

2005 yang  telah berlangsung  tersebut ada beberapa kecenderungan  hasil  koalisi  

yang bisa diidentifikasi. Pertama, dari evaluasi yang dilakukan Lingkaran Survei  

Indonesia (LSI) misalnya, ternyata hanya sekitar 37,7% pemenang Pilkada yang 

diusung oleh partai atau koalisi partai pemenang Pemilu legislatif di daerah yang   

bersangkutan. Sedangkan sebagian besar (72,3%) Pilkada dimenangkan oleh  

partai atau koalisi partai bukan pemenang Pemilu legislatif. Hal ini jelas 

menunjukkan bahwa faktor ketokohan kandidat sangat menentukan dalam 

pertarungan Pilkada ketimbang basis partai para calon dalam Pilkada.  

Kedua,  ternyata tidak semua partai besar yang memiliki kursi paling  

banyak di DPRD dapat memenangkan kompetisi Pilkada. Daya tarik dan 

popularitas pasangan kandidat menjadi faktor penting selain basis partai dan  

gabungan partai yang menjadi wadah pencalonan. Hal ini sekaligus  
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mengindikasikan bahwa partai-partai besar sebenarnya tidak cukup berakar dan  

tidak memiliki basis sosial yang jelas di daerah sekalipun menang dalam Pemilu 

legislatif.  

Ketiga, menurut catatan Harian Kompas, ternyata 40,4% pemenang 

Pilkada adalah para incumbent, sedangkan sisanya beragam dan berasal dari 

berbagai unsur, baik gabungan  politisi  dan  pengusaha,  maupun  aliansi  antara  

birokrat dan pengusaha. Meskipun demikian, dari keseluruhan Kepala  

Daerah/Wakil Kepala Daerah yang maju kembali tersebut ternyata sebagian  besar  

(59,67%) menang dalam pertarungan Pilkada. Kemenangan hampir 60 % 

incumbent ini diduga kuat berkaitan dengan format Pilkada versi UU No.  32/2004  

yang memungkinkan para pejabat lama mempengaruhi birokrasi bawahan mereka  

di daerah.  Seperti  diketahui,  peraturan-perundangan  Pilkada  tidak  mewajibkan  

para  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah untuk mundur dan atau berhenti  

sementara sebelum mereka maju kembali dalam pertarungan Pilkada.   

Keempat,  walaupun belum ada data akurat, tampaknya tidak semua  

pasangan kandidat yang diduga memiliki dana kampanye yang besar dapat  

memenangkan kompetisi  Pilkada. Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa  

masyarakat kita secara berangsur juga belajar dari pengalaman mereka dalam  

Pemilu-pemilu sebelumnya. Realitas ini tentu merupakan gejala positif karena  

memperlihatkan bahwa para pemilih sebenarnya memiliki rasionalitas politik  

sendiri yang belum tentu sama dengan asumsi para elite politik. Fakta tersebut 

diperkuat data yang disajikan oleh M. Djadijono (2006: 83), dimana sedikitnya di 

51 daerah yang menggelar Pilkada, terjadi koalisi partai-partai yang berasal dari 
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latar belakang ideologis berbeda, misalnya antara partai berasas Islam dengan 

partai nasionalis sekuler. Dengan kata lain telah terjadi koalisi pelangi. 

Koalisi partai-partai telah menjadi realitas dalam Pilkada. Namun  

demikian, pola koalisi bebas seperti dianut oleh UU  No.  32/2004 cenderung  

tidak mendidik partai-partai untuk lebih dewasa dalam berpolitik. Koalisi-koalisi 

yang terbentuk adalah bersal dari latar belakang ideologis yang berbeda partai  

dan juga hanya cenderung semu dan berorientasi jangka pendek alias kekuasaan  

belaka, melainkan juga cenderung berdampak pada absennya kompetisi atas  dasar 

visi dan platform politik di antara para pasangan kandidat dalam pertarungan 

Pilkada.  

Cairnya koalisi yang diperagakan oleh partai politik saat ini menunjukan 

hilangnya batas-batas ideologis dan platform politik. Padahal secara ideal, koalisi 

dapat berjalan efektif manakala terjadi titik temu antara ideologis, platform, visi-

misi, kultur dan corak. Hubungan teori di atas dengan perumusan masalah adalah 

bahwa koalisi yang terjadi dalam sebuah pertarungan politik adalah election 

(pemilihan) sangat menentukan arah pengambilan keputusan dalam proses 

rekrutmen politik (mulai dari penjaringan sampai penetapannya) yang dilakukan. 

Ini dikarenakan dalam koalisi terdapat lebih dari satu elemen kepentingan yang 

bermain. Oleh karena itu diperlukan kesepatakan bersama dalam menentukan 

langkah-langkah untuk mencapai tujuan bersama.  Teori ini digunakan untuk 

menganalisis pelaksanaan serta implikasi koalisi PAN-Golkar terhadap efektifitas 

pemerintahan Kota Yogyakarta periode 2006-2011. 
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D. Dinamika Pilkada dan Pengembangan Demokrasi di Tingkat Lokal 

1. Konsep Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

a. Landasan Yuridis 

Sejak Juni 2005, bangsa Indonesia memasuki babak baru berkaitan dengan 

penyelenggaraan tata pemerintahan di tingkat lokal. Kepala Daerah baik 

Bupati/Walikota maupun Gubernur yang sebelumnya dipilih oleh DPRD, sejak 

Juni 2005 dipilih secara langsung oleh rakyat, melalui proses pemilihan Kepala 

Daerah yang sering disingkat dengan Pilkada langsung. Untuk kepentingan ini, 

pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagai pengganti UU Nomor 22 tahun 1999. Seiring dengan itu, 

pemerintah juga telah mengeluarkan PP Nomor 17 Tahun 2005 sebagai pengganti 

PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.  

Dengan pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka Kepala Daerah 

seperti Gubernur (Provinsi) dan Bupati/ Walikota (Kabupaten/ Kota) akan dipilih 

langsung oleh rakyat. Pasal 56 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 menyebutkan          

“ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon 

yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil ”.  Ahmad Nadir (2005: vi) mengartikannya bahwa sejak 

Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, maka secara konseptual telah 

terjadi pergeseran pelaksana kedaulatan, yang sebelumnya dilaksanakan secara 

tidak langsung oleh DPRD sekarang dilaksanakan sendiri oleh rakyat. 
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Secara yuridis pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-undang 

Nomor 32 tahun 2004 yang penekanannya terdapat pada Pasal 56 Ayat 1 

kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor  12 Tahun 2008 yang 

penekanannya juga terletak pada Pasal 56 Ayat 1. Kemudian secara teknis 

pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 

2005 yang merupakan perubahan pertama atas Peraturan Pemrintah Nomor 6 

Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan 

Pemberhentian Kepala Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005. 

 

b. Tinjauan Politis  

Pilkada secara langsung merupakan salah satu indikator penting 

desentralisasi kekuasaan. Ia diselenggarakan bertolak dari tuntutan kelompok pro-

reformasi di daerah-daerah. Tuntutan ini berangkat dari pengalaman masa lalu 

yang lebih dari tiga dekade berhadapan dengan pemerintahan sentralistik yang 

mendominasi urusan-urusan daerah. Pilkada dibingkai dalam otonomi daerah 

yang diharapkan bisa memberikan kekuasaan kepada derah untuk mengelola 

sumber kekayaan di daerah bagi kemaslahatan hidup penduduk dimasing-masing 

wilayahnya. Pilkada sendiri merupakan mekanisme demokrasi langsung yang 

dipilih agar rakyat dapat menentukan sendiri pemimpin didaerahnya. Tak 

diragukan lagi, mekanisme pemilihan langsung Kepala Daerah menjadi pilihan 

rasional dalam masyarakat yang bertransisi ke arah demokrasi. Dari sisi 

masyarakat, Pilkada memungkinkan para konstituen menentukan sendiri 
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pemimpinnya. Mekanisme ini pada dasarnya dapat memberikan pendidikan 

politik bagi publik untuk menilai sekaligus mengawasi figur yang dipilihnya. Dari 

sisi para calon Kepala Daerah, mereka juga dituntut bertanggung jawab memenuhi 

kepentingan para konstituennya (BI Purwantari, 2010: 5). 

Disamping itu pemilihan Kepala Daerah secara langsung memberikan 

ruang yang luas bagi pembelajaran demokrasi di tingkat lokal. Pilkada 

diharapakan akan banyak membawa manfaat bagi perkembangan demokrasi, 

tatanan pemerintahan daerah dan kinerja institusi-institusi politik yang ada di 

daerah tersebut. Harapan tersebut sejalan dengan prinsip, cita-cita awal serta 

tujuan diselenggarakan otonomi daerah. Dengan kestabilan politik lokal maka hal 

ini akan berdampak positif dalam pembangunan politik nasional. 

Gregorius Sahdan dalam Rully Chairul Azwar (2007: 62-63) 

menyebutkan paling tidak, ada tiga tujuan mendasar mengapa Pilkada secara 

langsung diselenggarakan.  

Pertama, untuk membangun demokrasi di tingkat lokal. Pengalaman 

selama ini, demokrasi perwakilan yang dipraktikkan di Indonesia memiliki 

banyak sekali kelemahan mendasar. Kepala Daerah yang dipilih oleh angota 

DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan, seringkali tidak sejalan 

dengan aspirasi yang diberikan rakyat dalam pemilihan. Selain tiu, Kepala 

Daerah juga lebih loyal kepada DPRD ketimbang kepada rakyat. Dan, 

sebaliknya, DPRD lebih loyal kepada kepentingan politik partai ketimbang 

memperjuangkan aspirasid an kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, lewat 

Pilkada secara langsung diharapakan aspirasi dan kesejahteraan rakyat 

langsung tertangani oleh Kepala Daerah terpilih. 

Kedua, untuk menata dan mengelola pemerintahan daerah (local 

democratic governance), semakin baik dan sejalan dengan aspirasi serta 

kepentingan rakyat. Praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah 

kepala derah yang dipilih oleh DPRD beberapa waktu, telah mendistorsi 

keinginan rakyat untuk menciptakan tatanan pemerintahan daerah yang baik 

dan berkeadilan. Bahkan Kepala Daerah menjadi otoriter, represif dan 
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menganggap dirinya sebagai raja di tingkat lokal. Pemerintah daerah 

bukannya semakin baik justru semakin buruk. Dalam menjalankan urusan-

urusan pemerintahan, Kepala Daerah bekerja sama dengan DPRD seringkali 

memanipulasi kekuasaan untuk memuaskan keuntungan mereka sendiri. 

Rakyat tetap mengalami marjinalisasi, karena kepentingan-kepentingan 

meraka tidak terakomodasi di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Karena itu, lewat Pilkada secara langsung diharapkan akan tercapai tatanan 

pemerintah yang demokratis yang memberikan nuansa baru bagi kedaulatan 

rakyat. 

Ketiga, untuk mendorong bekerjannya institusi-institusi politik lokal. 

Pengalaman masa lalu menunjukan bahwa kinerja institusi politik lokal sangat 

huruk, bahkan mereka tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. 

DPRD yang diharapakan rakyat dapat memperjuangkan aspirasi mereka, 

justru mengakumulasi keuntungan bagi dirinya sendiri. Lewat Pilkada secara 

langsung diharapakan institusi-institusi politik lokal dapat menjalankan 

tugasnya sesuai dengan harapan rakyat  

 

Cornelis Lay melihat Pilkada Langsung dari sudut pandang demokrasi 

prosedur ala Schumpeterian (Cornelis Lay, 2006: 2). Menurutnya Pilkada 

Langsung telah berhasil mencapai tujuan-tujuan dasarnya. Pertama, menghasilkan 

pimpinan daerah melalui sebuah mekanisme pemilihan yang demokratis bebas, 

adil dan nir kekerasan. Hal ini dibuktikan dari 186  penyelenggaraan Pilkada pada 

fase awal hingga akhir Juni 2005, tidak ditemukan adanya pelanggaran serius 

yang dapat menciderai apalagi menghilangkan elemen-elemen kebebasan, 

fairness, dan nir-kekerasan sebagai  inti-inti pokok dari proses pemilihan 

demokratis. Kedua, dilihat dari sudut kepentingan, telah tercipta adanya rotasi 

kepemimpinan lokal secara reguler. Pilkada merupakan kelanjutan dari praktek 

pemilihan Kepala Daerah sebelumnya, tapi sekaligus telah meletakkan dasar baru 

bagi sebuah mekanis pertukaran elit lokal secara reguler. Pilkada Langsung 

merupakan kelanjutan karena tradisi pemilihan Kepala Daerah sudah berlangsung 

dalam kurun waktu yang cukup panjang. Tetapi Pilkada Langsung sekaligus 
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meletakan tradisi baru, karena untuk pertama-kalinya terjadi perubahan metode 

dari pemilihan tidak langsung oleh DPRD ke arah pemilihan langsung oleh setiap  

warga dalam sebuah daerah. Perubahan ini memiliki dampak serius pada berbagai  

aspek politik lokal dan sekaligus dapat dibaca sebagai investasi politik sangat 

penting dalam kerangka pendalaman demokrasi. Ketiga,  Pilkada langsung telah 

meletakan fundasi baru bagi berlangsungnya proses pendidikan politik warga 

secara lebih luas. Pilkada langsung telah menjadi salah ajang penting pendidikan 

mengenai politik sebagai sebuah kontestasi dan mengenai kenormalan dari kalah 

dan menang dalam sebuah proses kontestasi yang jujur dan adil. 

 

c. Tinjauan Ekonomi 

Pelaksanaan Pilkada secara esensial bertujuan untuk menguatkan 

legitimasi politik didaerah. Namun menurut Leo Agustino (2009: 126) malah 

terjadi hal yang sebaliknya, dimana terjadi kontraproduktif dengan upaya 

pemberantasan korupsi. Hal ini dikarenakan Pilkada diindikasikan kuat akan 

makin menyuburkan budaya money Politics. 

Pelaksanaan Pilkada apabila dilihat dari segi pembiayaan maka ini akan 

menyita APBN dan APBD hingga mencapai ratusan milyar rupiah. Untuk 

Kabupaten/Kota, biaya yang dikeluarkan oleh daerah di dalam penyelenggaraan 

Pilkada biasanya berkisar 5-10 milyar. Di sejumlah daerah kecil, biaya itu lebih 

kecil. Tetapi di kabupaten/kota besar biasanya lebih besar.  
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Tabel 4 

Pilkada dan Pembiayaan 

 

Daerah Biaya Pilkada Tahun Pilkada 

Provinsi Jawa Timur 
222 milyar rupiah 2008 

Provinsi Kalimantan Timur 
33 milyar rupiah 2008 

Provinsi Bengkulu 
33,5 milyar rupiah 2005 

Kabupaten langkat 
10,5 milyar rupiah 2008 

Kabupaten Bandar lampung 
8,5 milyar rupiah 2008 

      Data : Gregorius Sahdan dan Muhtar Haboddin (2009: 11) 

Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh para calon menjadi lebih besar 

karena sejumlah calon di dalam Pilkada secara langsung sudah menggunakan 

political marketing yaitu menyewa konsultan politik untuk mendisaign agar bisa 

menang. Biayanya cukup besar. Untuk calon Bupati/Walikota biaya yang 

dikeluarkan bisa mencapai 5-30 milyar. Sementara itu, untuk Gubernur di daerah-

daerah besar bisa mencapai ratusan milyar (Kacung Marijan, 2007: 9). 

Modal ekonomi bagi calon memiliki makna penting. Kacung marijan 

mengistilahkannya sebagai penggerak dan pelumas. Misalnya dalam musim 

kampanye membutuhkan uang yang cukup besar untuk membiayainya. Selain 

calon itu mengeluarkan dana untuk kampanye juga mengeluarkan dana untuk 

sumbangan yang diberikan kepada partai politik. Menurut catataan Sukardi 

Rinakit (Gregorius Sahdan dan Mukhtar Haboddin, 2009:137) mengatakan bahwa 

sebuah partai politik akan mendapat dana sekitar Rp 4-6 milyar ketika digunakan 

oleh calon Kepala Daerah sebagai kendaraan politiknya. Partai politik kemudian 
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akan memilih calon yang mampu memberikan tawaran terbesar dibandingkan 

calon lainnya. 

                              Tabel 5 

                         Sumbangan Calon Kepala Daerah Kepada Partai Politik 

No 
Wilayah Sumbangan Calon 

1 
Cilacap-Jateng 11 miliar 

2 
Bulukumba-Sulsel 1-2 miliar 

3 
Tabanan-Bali 500 juta 

4 
Gubernur DKI 5 miliar 

5 
Jawa Tengah 3 miliar 

6 
Sleman-Jogja 200 juta 

7 
Sintang-Kalbar 1-2 miliar 

8 
Bengkayang-Kalbar 1-2 miliar 

9 
Bima- Lombok 4 miliar 

10 
Walikota kota Surabaya 10 miliar 

      Data: Gregorius Sahdan dan Muhtar Haboddan (2009: 137)  

Dari realitas semacam itu adalah Pilkada secara langsung pada akhirnya 

berproses secara elitis. Yang kemungkinan terpilih adalah kelompok elit, 

khususnya kombinasi elit ekonomi dan elit politik. Hal tersebut berakibat pada 

kekuasaan yang terbangun bukan untuk rakyat melainkan untuk kepentingan 

kekuatan politik dan ekonomi. Dalam situasi seperti itu, dikhawatirkan transisi 

demokrasi di daerah akan terhambat. 

d. Resiko Politik (Persiapan, Penyelenggaraan dan Pasca) Pilkada  

Pilkada ini memiliki peranan penting dalam proses demokrasi di daerah. 

walaupun masyarakat mempunyai representasi politik melalui pemilihan anggota 

DPRD, namun representasi politik dalam diri Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
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Daerah sangatlah penting. Sebagai lembaga eksekutif, justru Kepala Daerah 

mempunyai peran yang sangat penting dan menentukan dalam proses 

pemerintahan sehari-hari. Tidak seperti posisi angota DPRD yang bisa dibagi 

bersama antar pihak yang berkompetisi, posisi Kepala Daerah adalah the winner 

takes all, tidak bisa ditempati bersama antar pihak yang berkompetisi. Dengan 

tidak ada pilihan lain kecuali menang total ataukah kalah total, pertarungan antar 

calon beserta kubunya adalah pertarungan zero sum game. Hal inilah yang 

membuat tensi politik dalam proses Pilkada jauh lebih tinggi dibandingkan 

dengan proses pemilihan anggota DPRD (Pratikno, 2006: 157). 

Setelah 9 tahun otonomi daerah diberlakukan, masyarakat telah 

menyaksikan berbagai perubahan di wilayahnya masing-masing. Berdasarkan data 

yang dirilis oleh Litbang Kompas, tidak kurang dari 205 daerah telah dimekarkan 

dalam periode 10 tahun (1999-2009). Dari jumlah tersebut, tujuh Provinsi baru 

terbentuk dan 164 Kabupaten serta 434 Kota memekarkan diri, berupaya 

membangun wilayah baru dengan sumber daya di daerahnya. Sementara itu, 

dalam jangka waktu lima tahun sejak pertama kali diselenggarakan pada 2005, 

lebih dari 500 Pilkada berlangsung diseluruh Indonesia. Mekanisme Pilkada 

mengubah bentuk pemilihan dari semula dimediasikan oleh institusi birokrasi dan 

lembaga perwakilan menjadi mekanisme bersifat langsung (BI Purwantari, 2010: 

5). 

Terlepas dari aspek positif penyelenggaraannya, Pilkada masih tetap 

menyisakan persoalan-persoalan mendasar. Pratikno (2006: 158) menjelaskan 

bahwa resiko paling kecil dari adanya Pilkada adalah guguatan dari pihak yang 
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tidak puas terhadap proses Pilkada hingga resiko yang paling berat adalah 

ketidakpercayaan terhadap hasil Pilkada yang berarti pula deligitimasi terhadap 

pemerintahan yang terbentuk dari hasil Pilkada. 

Disisi lain, sejak dilaksanakan Pilkada Langsung di Indonesia dari tahun 

2005 sampai tahun 2008 di lebih dari 400-an daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, 

efektifitas dan efisiensi penggunaan sistem Pilkada belum pernah dievaluasi secara 

serius, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh DPR-RI. Evaluasi ini penting 

karena ditengarai menciptakan high cost demokrasi atau demokrasi berbiaya tinggi.  

Kacung Marijan (2007: 3) menyatakan bahwa:  

Proses Pilkada di sejumlah daerah berlangsung secara mulus tanpa adanya 

gangguan yang relatif berarti. Meskipun demikian, pelaksanaan Pilkada 

secaa langsung itu telah memunculkan sejumlah permasalahan, mulai dari 

masalah teknis seperti pendaftaran pemilih samapi pada aksi kekerasan 

yang melibatkan massa dan pengrusakan-pengrusakan. Kalau mengikuti 

alur pertahapan di dalam Pilkada, masalah-masalah yang muncul itu bahkan 

menyeluruh di setiap tahapan pelaksanaan Pilkada.  

 

Lebih lanjut beliu menyajikan tabel kasus Pilkada di beberapa wilayah. 
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Tabel 6 

Kasus-kasus Pilkada di Beberapa Wilayah 

 
Tahapan 

Pilkada 

Jenis Kasus Contoh Kasus 

Menonjol 

Pihak yang 

bertanggung 

jawab 

Masa Persiapan  Minimnya pemantau 

Pilkada 

 Mepetnya pembentukan 

Panwas, PPK,PPs dan 

KPPS 

Hampir semua Pilkada 

gelombang pertama 

KPUD da 

Depdagri 

Penetapan 

Daftar Pemilih 
 Kacaunya data pemilih 

sehingga banyak 

masyarakat yang tidak 

masuk DPT 

 Minimnya dana 

pemutahiran data 

Kab Bandung, Kota 

Binjai 

KPUD; 

Desk 

Pilkada 

Pendaftaran 

dan Penetapan 

Calon 

 Perbedaan pasangan 

calon oleh partai 

 Penolakan calon 

tertentu oleh 

masyarakat 

Kab Banyuwangi; Kab 

Tanah Toraja; Kab 

Manggarai; Kab 

Sumba Timur; Kab 

Flores Timur; Kab 

Manggarai Barat 

DPP Partai 

Politik 

 

Kampanye  

 

 Curi start kampanye 

 Mney politic 

 Transparasi dana 

kampanye 

 Black campaign 

 Pengrusakan atribut 

partai 

 

Kab Flores Timur; 

Kab Sumba Barat; 

Kab Sukabumi; Kab 

Lampung Selatan; 

KabJember; Kab Okan 

Ilir; Prop SumBar; 

Prop Kalsel 

 

KPUD; 

Panwas 

Pencoblosan  Pemilih ganda 

 Pemilih tidak berhak 

memilih 

 Pembagian kupon 

berhadiah 

 

 KPPS, 

Panwas 

Perhitungan 

Suara dan 

Penetapan hasil 

 Pihak yang kalah tidak 

mau menandatangani 

BAP 

 Massa tidakmenerima 

kekalahan 

 Gugatan kecurangan 

Kota Medan, 

Bengkulu, Kota 

Surabaya, Dpeok, 

Gowa 

KPUD; Tim 

Sukses 

calon; 

Pengadilan 

Pelantikan 

calon terpilih 
 Penolakan DPRD 

 Penundaan pelantikan 

Kab Banyuwangi, 

Kota Depok, Kab. 

Tanah Toraja 

Kab Luwu Utara 

Depdagri; 

Gubernur 

Sumber: Kacung Marijan (2007: 4) 
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Pasca Pilkada ada beberapa fenomena yang kerapkali terjadi. Pertama, 

keretakan internal terjadi ketika kedua pasangan tersebut tidak lagi harmonis. 

Kedua, keretakan eksternal terjadi ketika kedua pasangan tersebut, atau salah 

satunya mengalami ketegangan dan konflik dengan pimpinan DPRD atau pihak 

DPRD. Ketiga, keretakan vertikal terjadi ketika kedua pasangan tersebut 

mengalami ketegangan dan konflik dengan pimpinan birokrasi dan struktur 

birokrasi disemua lapisan. Keempat, keretakan horizontal terjadi ketika kedua 

pasangan tersebut, atau salah satunya terus menerus mendapatkan desakan mundur 

(deligitimasi) oleh publik (Lingkaran Survei Indonesia, 2007: 13). 

Dengan segenap catatan kritis yang melekat dalam Pilkada, pemilihan 

Kepala Daerah langsung tetap merupakan jalan keluar yang terbaik untuk 

mencairkan kebekuan demokrasi (Joko J Prihatmoko, 2008: 164).  Kekuatan 

Pilkada Langsung terletak pada pembentukan dan implikasi legitimasinya. Kepala 

Daerah membutuhkan legitimasi tersendiri sehingga harus dipilih sendiri oleh 

rakyat. Mereka juga wajib bertanggungjawab kepada rakyat. Dengan pemilihan 

terpisah dari DPRD, Kepala Daerah memiliki kekuatan yang seimbang dengan 

DPRD sehingga mekanisme chek and balances  niscaya akan bekerja. Kepala 

Daerah dituntut mengotimalkan fungsi pemerintahan daerah (prorective, public 

service, development) 
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2. Pilkada dan Pemerintahan Terbelah (Divided Government) 

Cita-cita utama adanya penyelenggaraan Pilkada secara langsung adalah 

terpilihnya sebuah struktur politik lokal yang demokratis dan sistem pemerintahan 

yang mampu berjalan secara efektif. Melalui Pilkada, rakyat memiliki kesempatan 

lebih luas untuk menentukan pasangan pemimpin eksekutif sesuai dengan yang 

dikehendaki. Harapan terbesar tentunya para pemimpin yang terpilih melalui 

Pilkada agar mampu menjalankan fungsi dan perannya dalam berbagai kebijakan 

publik dengan lebih optimal. 

Salah satu fenomena politik pasca Pilkada adalah adanya pemerintahan 

yang terbelah (divided government) di daerah. Ini terjadi ketika kekuasaan 

pemerintahan eksekutif (Kepala Daerah) dikuasai oleh satu partai sementara 

kekuasaan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) dikuasai oleh 

partai lain.  Menurut hasil kajian Lingkaran Survei Indonesia, dinyatakan bahwa 

hingga Desember 2006, dari 290 wilayah Pilkada yang telah melangsungkan 

Pilkada, menunjukkan sebagian besar (56.9%) daerah ditandai dengan 

pemerintahan yang terbelah. Fenomena divided government ini merupakan 

konsekuensi dari pemilihan langsung, dimana anggota legislatif (DPRD) dan 

Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh pemilih. Fenomena ini kurang terlihat 

dalam sistem pemilihan tidak langsung dimana Kepala Daerah dipilih oleh anggota 

DPRD (Lingkaran Survei Indonesia, 2007: 2). 

Kondisi (pemerintahan terbelah) inilah yang seringkali mewarnai relasi 

kekuasaan Pasca Pilkada. Ada beberapa implikasi dari adanya fenomena 

pemerintahan terbelah. Pertama, keretakan internal terjadi ketika kedua pasangan 
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tersebut tidak lagi harmonis. Kedua, keretakan eksternal terjadi ketika kedua 

pasangan tersebut, atau salah satunya mengalami ketegangan dan konflik dengan 

pimpinan DPRD atau pihak DPRD. Ketiga, keretakan vertikal terjadi ketika kedua 

pasangan tersebut mengalami ketegangan dan konflik dengan pimpinan birokrasi 

dan struktur birokrasi di semua lapisan. Keempat, keretakan horizontal terjadi 

ketika kedua pasangan tersebut, atau salah satunya terus menerus mendapatkan 

desakan mundur (deligitimasi) oleh publik (Lingkaran Survei Indonesia, 2007: 13). 

Padahal makna penting dari pelaksanaan Pilkada adalah mendorong 

terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif sehingga menciptakan 

suasana demokratis dengan menjunjung tinggi nilai keadilan sebagai substansi dari 

demokrasi karena tanpa keadilan, demokrasi hanya sebuah kata yang hampa 

makna. Suasana demokratis yang berkeadilan inilah yang harus menjadi kenyataan 

sebagai tumpuan kokoh bagi pembangunan masyarakat dan daerah. 

Fenomena divided government penting dibahas karena berhubungan dengan 

efektivitas pemerintahan di daerah pasca Pilkada. Apakah pemerintahan berjalan 

secara efektif, berbagai kebijakan pembangunan bisa dijalankan ataukah justru 

pemerintahan di daerah diwarnai dengan konflik yang berkepanjangan, terutama 

antara kepala derah dengan DPRD. Meski demikian, tidak selamanya wilayah 

dengan kondisi divided government, pasti kondisi politik lokal tidak stabil (terjadi 

konflik antara Kepala Daerah dengan DPRD). 
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a. Tinjauan tentang Pemerintahan terbelah (Divided Government) 

Sauasana politik pasca Pilkada adalah adanya pemerintahan yang terbelah 

(divided government) di daerah. Ini terjadi ketika kekuasaan pemerintahan 

eksekutif (Kepala Daerah) dikuasai oleh satu partai sementara kekuasaan legislatif 

(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) dikuasai oleh partai lain. 

Robert Elgie (2001: v) dalam Divided Government in Comparative 

Perspective, mengatakan bahwa: 

Divided government may be defined as the situation where the executive 

fails to enjoy majority support in at least one working house of the 

legislature (pemerintahan yang terbelah dapat diartikan ketika situasi 

dimana kinerja eksekutif gagal mendapat dukungan mayoritas dalam 

lembaga legislatif). 

 

Pada pemerintahan yang terbelah (divided government) sangat berpotensi untuk 

menciptakan terjadinya konflik terutama apabila antara DPRD dan Kepala Daerah 

tidak sejalan. Baik dalam hal anggaran, pembuatan Peraturan Daerah hingga 

pengawasan. Kalangan DPRD bisa terus menerus mempersoalkan kebijakan yang 

dibuat oleh Kepala Daerah. DPRD juga bisa tidak menyetujui anggaran (APBD) 

yang diajukan oleh Kepala Daerah, sehingga berbagai kebijakan yang telah 

dirancang oleh Kepala Daerah bisa terbengkalai. Jika Kepala Daerah tidak bisa 

menyelesaikan masalah dengan DPRD, pemerintahan akan terus menerus 

diwarnai oleh konflik berkepanjangan. Meski demikian, tidak selamanya wilayah 

dengan kondisi divided government, pasti kondisi politik lokal tidak stabil (terjadi 

konflik antara Kepala Daerah dengan DPRD). 
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Tabel 7 

Forms of Divided Government (Tipe-Tipe Pemerintahan Terbelah) 

Type of 

regime (tipe 

pemerintahan) 

Form of divided government 

Presidential 1. A party (or parties) opposed to the president has 

(have) a majority in at least one working house 

(satu partai atau lebih melakukan oposisi kepada presiden yang 

mempunyai  moyoritas kekuasaan dalam satu pemerintahan) 

2. There is no majority in at least one working house (tidak ada 

mayoritas kekuasaan dalam pemerintahan) 

Parliamentary The government (single-party or coalition) fails to 

command a majority in at least one working house 

(pemerintahan (partai tunggal atau koalisi) gagal dalam 

menjalankan mayoritas kekuasaan dalam pemerintahan) 

Semi-

presidential 

1. The government (single-party or coalition) fails to 

command a majority in at least one working house 

(pemerintahan (partai tunggal atau koalisi) gagal dalam 

menjalankan mayoritas kekuasaan dalam pemerintahan) 

2. A party (or parties) opposed to the president has 

(have) a majority in the key house, leading to the 

appointment of a prime minister who is also opposed 

to the president (Satu partai (atau koalisi) bertentangan dengan 

presiden yang memiliki mayoritas kekuasaan dipemerintahan, 

yang mengarah ke penunjukan perdana menteri yang juga 

menentang presiden)  

Sumber: Robert Elgie (2001: 12 )  

 

 

b. Pemerintahan Terbelah (Divided Government) dan Hubungan Kemitraan 

Antara Lembaga Eksekutif  Dengan Lembaga Legislatif 

Dalam sebuah publikasi penelitian yang dimuat dalam kajian bulanan edisi 

07 bulan November 2007, LSI menyatakan bahwa hingga Desember 2006, dari 

290 wilayah Pilkada yang telah melangsungkan Pilkada, menunjukkan sebagian 

besar (56.9%) daerah ditandai dengan pemerintahan yang terbelah. Walaupun data 

tersebut diambil pada tahun 2006, tetapi karena masa jabatan Kepala Daerah 

selama 5 tahun (tahun 2011 baru berakhir masa jabatanya) maka fenomena ini 
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masih sangat relevan untuk dikaji. Fenomena  divided government penting dibahas 

karena berhubungan dengan efektivitas pemerintahan di daerah pasca Pilkada. 

Apakah pemerintahan berjalan secara efektif, berbagai kebijakan pembangunan 

bisa dijalankan ataukah justru pemerintahan di daerah diwarnai dengan konflik 

yang berkepanjangan, terutama antara kepala derah dengan DPRD. 

Fenomena  divided government  ini merupakan konsekuensi dari pemilihan 

langsung, dimana anggota legislatif (DPRD) dan Kepala Daerah dipilih secara 

langsung oleh pemilih. Fenomena ini kurang terlihat dalam sistem pemilihan tidak 

langsung dimana Kepala Daerah dipilih oleh anggota DPRD. Dalam sistem 

pemilihan tidak langsung, kemungkinan besar Kepala Daerah berasal dari partai 

dengan kursi mayoritas di DPRD. Jika tidak ada politik uang dan suara anggota 

DPRD dari partai solid, calon yang didukung oleh partai mayoritas itu hampir bisa 

dipastikan akan terpilih sebagai Kepala Daerah. 

Dalam literatur perilaku pemilih (voter behavior), kecenderungan pemilih 

untuk membagi suara dan berakibat pada  terjadinya  divided government ini 

umumnya dijelaskan lewat dua penjelasan utama (LSI, 2007: 2). Pertama, 

penjelasan non intensional. Adanya pemerintahan yang terbelah adalah akibat 

logis dari sistem pemilihan yang memilih orang, dan bukan partai. Pemilih lebih 

mengevaluasi kandidat (baik anggota legislatif ataupun Kepala Daerah) daripada 

partai pendukung. Pemilih akan memilih kandidat yang disukai tanpa 

memperhitungkan asal partai dari kandidat tersebut. Ini mengakibatkan terjadinya 

kemungkinan dimana pemilih memilih anggota legislatif dari partai A, dan Kepala 

Daerah dari partai B. 
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Kedua, penjelasan intensional. Penjelasan ini umumnya bersumber dari 

pendekatan-pendekatan rasional (ekonomi politik) dalam studi mengenai perilaku 

pemilih. Tindakan pemilih dalam membagi suara (split) di sini dipahami sebagai 

sikap rasional dan sengaja (purposif) dari pemilih. Sebelum masuk ke bilik suara 

pemilih memang secara sadar berusaha membagi suara agar kekuasaan tidak 

berpusat kepada salah satu partai. 

Kelemahan mendasar pemerintahan terbelah adalah potensial tercipta 

konflik pemerintah versus parlemen karena kebijakan pemerintah rentan dihambat 

parlemen. Lalu untuk meloloskan kebijakan, sering dibangun suatu konsensus 

atau kesepakatan politik antara kedua pihak. Idealnya, konsensus mengarah pada 

penciptaan harmoni internal sistem politik. Tapi, pada kenyataan konsensus sering 

ditelikung oleh kepentingan partai asal. Alhasil, energi pemerintah terkuras dan 

tak sedikit kebijakan yang keluar adalah manifestasi dari power interplay 

antarpartai, sehingga kebijakan sering tak menjawab persoalan bangsa (Boni 

Hargens, 2008). 
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Tabel 8  

Kursi Partai Kepala Daerah Terpilih Menurut Provinsi 

Provinsi Partai Pengusung Kepala Daerah 

Terpilih Mempunyai Kursi 
Mayoritas di DPRD 

Partai Pengusung Kepala Daerah 

Terpilih Tidak Mempunyai Kursi 
Mayoritas di DPRD 

Total 

Jumlah  Persen (%) Jumlah Persen (%)   

Bangka Belitung 1 25,0 3 75,0 4 

Bali 2 33,3 4 66,7 6 

Banten 1 25,0 3 75,0 4 

Bengkulu 0 0,0 8 100,0 8 

DIY 1 20,0 4 80,0 5 

Gorontalo 1 20,0 4 80,0 5 

Irian Jaya Barat 1 11,1 8 88,9 9 

Jawa Barat 1 14,3 6 85,7 7 

Jambi 3 37,5 5 62,5 8 

Jawa Tengah 4 16,0 21 84,0 25 

Jawa Timur 8 42,1 11 57,9 19 

Kalimantan Barat 0 0,0 8 100,0 8 

Kalimantan Selatan  0 0,0 8 100,0 8 

Kalimantan Tengah  0 0,0 4 100,0 4 

Kalimantan Timur 2 18,2 9 81,8 11 

Kepuauan Riau 0 0,0 6 100,0 6 

Lampung 2 33,3 4 66,7 6 

Maluku 0 0,0 6 100,0 6 

Maluku Utara 0 0,0 7 100,0 7 

Nanggroe Aceh Darussalam 2 10,0 18 90,0 20 

Nusa Tenggara Barat 0 0,0 6 100,0 6 

Nusa Tenggra Timur 0 0,0 8 100,0 8 

Papua 0 0,0 15 100,0 15 

Riau 2 20,0 8 80,0 10 

Sulawewsi Barat 0 0,0 1 100,0 1 

Sulawesi Selatan 1 8,3 11 91,7 12 

Sulawesi Tengah 2 28,6 5 71,4 7 

Sulawesi Tenggara 0 0,0 6 100,0 6 

Sulawesi Utara 2 25,0 6 75,0 8 

Sumatra Barat 0 0,0 15 100,0 15 

Sumatra Selatan 0 0,0 6 100,0 6 

Sumatra Utara 4 20,0 16 80,0 20 

Total 40 13,8 250 86,2 290 

Keterangan: Data didasarkan pada hasil Pilkada sampai bulan Desember 2007. Data dalam tulisan 

ini menyertakan Pilkada di 290 wilayah yang telah melangsungkan Pilkada hingga Desember 

2007. Sumber: Lingkaran Survei Indonesia 2007. 
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Fenomena divided government berhubungan dengan efektivitas 

pemerintahan di daerah. Dalam banyak kasus, daerah yang pemerintahannya 

termasuk kategori divided government mengalami permasalahan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berbagai kebijakan 

pembangunan tidak berjalan secara efektif dan bahkan sering diwarnai dengan 

konflik yang berkepanjangan terutama antara Kepala Daerah dengan DPRD. 

Itulah sebabnya sehingga banyak Kepala Daerah yang melihat divided government 

sebagai sesuatu yang menakutkan dan harus dihindari. Jika kondisi demikian 

terjadi maka akan berdampak kurang baik terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan di daerah.  

Secara teoritis, pemerintahan dengan pola unified government relatif lebih 

efektif dibandingkan dengan pemerintahan dengan pola divided government 

karena pada divided government potensi terjadinya konflik sangat besar terutama 

apabila DPRD tidak sejalan dengan Kepala Daerah. Meskipun demikian, divided 

government tidak secara otomatis menimbulkan kehancuran pemerintahan. 

c. Hubungan Lembaga Politik Lokal (Eksekutif-Legislatif) 

Revisi Undang-undang No. 22 Tahun 1999 menjadi Undang-undang No. 

32 tahun 2004 sedikit banyak mempengaruhi relasi antara pemerintah pusat 

dengan pemerintah daerah. Disamping itu, juga menandai adanya relasi yang 

lebih baru antara Kepala Daerah dan DPRD (Kacung Marijan, 2010: 203). Kalau 

dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 terdapat kecenderungan munculnya 

pola relasi legislative heavy di dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 justru 

kembali terdapat kecenderungan executive heavy. Hal ini terlihat dari kekurangan 



65 
 

otoritas yang dimiliki oleh DPRD, termasuk otoritas di dalam mengontrol Kepala 

Daerah. Misalnya DPRD, tidak lagi memiliki otoritas untuk meminta 

pertanggungjawaban Kepala Daerah melalui LPJ dan memperhentikan Kepala 

Daerah kalau DPRD menolak LPJ itu. Logika dari perubahan ini adalah karena 

para Kepala Daerah tidak dipilih oleh DPRD, melainkan oleh rakyat secara 

langsung. 

Kacung Marijan (2010: 205) menyatakan dalam tataran empiris, relasi 

antara Kepala Daerah dengan DPRD bisa bervariasi antara satu daerah dengan 

daerah yang lain. Hal ini tergantung pada siapa yang menjadi Kepala Daerah, 

dari partai mana, dan seberapa besar mereka memperoleh dukungan rakyat 

maupun kekuatan yang ada di DPRD. Dalam kasus Kepala Daerah dipilih secara 

mayoritas mutlak dan memperoleh dukungan dari koalisi partai-partai yang 

memiliki suara mayoritas di DPRD, ada kecenderungan untuk exsekutive heav‟. 

Disamping itu juga memungkinkan munculnya pola legislative heavy. Pola 

demikian terjadi manakala Kepala Daerah yang terpilih dicalonkan oleh 

partai/koalisi partai yang memiliki suara kecil di DPRD.  

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintahan daerah terdiri dari Kepala Daerah 

dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD). Penggunaan kedua organ atau 

lembaga kekuasaan dalam pemerintahan daerah dimaksudkan sebagai refleksi 

dari adanya dua lembaga kekuasaan yang salah pada tingkat pusat. Kepala 

Daerah dan DPRD adalah dua lembaga yang posisinya sama tinggi dan berperan 

dalam mengambil kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Distribusi 
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kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah sebagai mitra sejajar (Adji Novita 

Wida Vantina, 2007: 152).  

Dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

dijelaskan paling tidak terdapat tiga hubungan antara DPRD dengan Kepala 

Daerah: Pertama, hubungan dalam konteks legislasi. Hubungan antara kedua 

lembaga di sini adalah pada saat membuat Peraturan Daerah (Perda). Kedua 

lembaga sama-sama berhak untuk membuat Perda (Pasal 140 ayat 1). Tetapi 

pada saat pembahasan tentang Perda yang substansinya sama maka yang harus 

didahulukan adalah Perda yang dibuat oleh legislatif, sedangkan Perda yang 

dibuat oleh eksekutif sebagai bahan perbandingan (Pasal 140 ayat 2). Sebisa 

mungkin, sebuah Perda memiliki kandungan filosofis, sosiologis, yuridis; atau 

dalam bahasa hukum seperti yang tertera dalam Pasal 137 syarat Perda dan Pasal 

138 asas Perda. Sementara satu-satunya Perda yang dibuat oleh Pemda yang juga 

dibahas bersama DPRD adalah Perda tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja 

Daerah (ABPD) (Pasal 181). 

Kedua, hubungan dalam konteks anggaran. Semua urusan pemerintahan 

di daerah didanai oleh APBD. APBD tersebut harus mendapat persetujuan dari 

DPRD karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah (Pasal 179) 

dalam melakukan pelayanan publik dalam masa satu tahun anggaran. Eksekutif 

kendati memiliki hak untuk membuatnya, tidak berarti harus menafikan DPRD 

untuk memperoleh persetujuan bersama (Pasal 181). Dengan demikian 

keterlibatan DPRD di sini adalah membahas atau memberikan persetujuan atas 

rancangan  APBD yang dibuat oleh eksekutif (Pasal 42 b). Walau akhirnya, 
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eksekutif merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah (Pasal 

156 ayat 1). 

Ketiga, hubungan dalam konteks pengawasan. Pengawasan yang 

dilakukan oleh DPRD sebenarya merupakan manifestasi dari mekanisme  check 

and balances dalam sistem demokrasi. Beberapa fungsi pengawasan yang 

dilakukan oleh DPRD tersebut adalah sebagai berikut: a) mengawasi pelaksanaan 

peraturan daerah dan perundang-undangan lainnya, b) mengawasi pelaksanaan 

keputusan pemerintah daerah (Gubernur, Bupati/Walikota), c) mengawasi 

pelaksanaan APBD, d) mengawasi kebijakan pemerintah daerah, dan e) 

mengawasi pelaksanaan kerja sama internasional di daerah (Pasal 42 ayat 1 huruf 

c), serta mengawasi KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah. 

Menurut B.N. Marbun, bahwa ada empat langkah yang harus ditempuh 

untuk menjalin komunikasi dan kerjasama yang erat antara DPRD dan pihak 

eksekutif, yaitu (1) pengikutsertaan DPRD dalam praperencanaan setiap 

rancangan peraturan daerah; (2) mengkombinasikan ke DPRD setiap langkah-

langkah dasar Gubernur atau Bupati (Kepala Daerah) sehingga tidak terdapat 

mis-komunikasi; (3) adanya kesempatan yang luas dan formal untuk 

berkomunikasi antara DPRD dan pihak eksekutif; (4) mengilangan sikap 

konfrontatif dan dualisme antara DPRD dan kepala derah secara baik (Abdul 

Aziz Hakim, 2006: 124) 

Harmonisasi hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam konteks tata 

laksana penyelenggaraan pemerintahan di daerah sedikit banyak ikut menentukan 

terciptanya situasi yang kondusif bagi keberhasilan program-program 
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pembangunan daerah. Karena itu pola-pola hubungan yang seimbang dan egaliter 

antara kedua lembaga tersebut perlu terus menerus ditingkatkan sebagai upaya 

untuk menjaga stabiitas politik daerah. Dengan demikian, dalam beberapa kasus 

kerap terjadi disharmoni hubungan antara eksekutif dan legislatif, baik dalam 

konteks kesalahpahaman dalam menertejemahkan undang-undang, maupun lebih 

bersitat politik. Bahkan fluktuasi hubungan antara eksekutif dengan legislatif 

tidak mustahil mengarah pada terjadinya konflik seperti terjadi dibeberapa 

daerah. Hal ini bisa dicerna dalam dua hal, pihak eksekutif yang belum 

sepenuhnya memahami ataukah pihak legislatif yang kerap mengalah pada 

perilaku “politicking”. Jika hal ini terjadi dilevel legislatif atau anggota-anggota 

DPRD, maka sudah sepantasnya jajaran DPRD untuk mawas ke depan terhadap 

subtansi persoalan, atau malah mempolitisasi sehingga permasalahan yang begitu 

prinsiil hanya dijadikan komoditas politik belaka (Abdul Aziz Hakim, 2006: 124-

125). 

3. Kepemimpinan lokal dan Relasi Kekuasaan Pasca Pilkada 

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa salah satu fenomena politik 

pasca Pilkada adalah adanya pemerintahan yang terbelah (divided government) di 

daerah. Ini terjadi ketika kekuasaan pemerintahan eksekutif (Kepala Daerah) 

dikuasai oleh satu partai sementara kekuasaan legislatif (Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah/DPRD) dikuasai oleh partai lain. Hingga Desember 2006, dari 

290 wilayah Pilkada yang telah melangsungkan Pilkada, menunjukkan sebagian 

besar (56.9%) daerah ditandai dengan pemerintahan yang terbelah. 
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Pilkada tentunya akan melahirkan Kepala Daerah. Kepala Daerah  yang 

terpilih mempunyai mandat yang kuat atau otoritas yang kuat dari masyarakat 

yang telah mendukung dan memilihnya oleh suara nyata (real voters) yang 

merefleksikan konfigurasi kekuatan serta kepentingan konstituen pemilih, 

sehingga dapat dipastikan Kepala Daerah yang terpilih secara langsung dan 

demokratis mendapatkan dukungan dari masyarakat. 

Pilkada langsung tentunya akan membangun legitimasi bagi Kepala 

Daerah yang terpilih. Legitimasi ini merupakan modal politik yang sangat penting 

dan diperlukan oleh pemerintah yang akan dan tengah berkuasa. Berbeda dengan 

pemilihan Kepala Daerah pada masa Orde Baru, pemilihan Kepala Daerah pada 

waktu itu merupakan pemilihan yang bersifat elitis (dilaksanakan di dalam ruang 

parlemen daerah) yang kerap kali tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. 

Sehingga tidak bisa secara langsung memberikan pelajaran berharga pada 

masyarakat bahwa sesungguhnya rakyat memiliki daulat. 

Kepala Daerah adalah sosok pemimpin didaerah yang diharapkan mampu 

menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk mampu menjadi seorang 

pemimpin yang baik tentunya harus miliki kecakapan pada suatu bidang tertentu 

sehingga ia bisa mempengaruhi seseorang atau orang lain untuk untuk melakukan 

suatu aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama. 

Sehingga kepemimpinan disini merupakan kemampuan seseorang untuk 

mempengaruhi pihak lain agar melakukan suatu tindakan atau saling mendorong 

untuk melakukan tindakan bersama untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. 

Kepemimpinan merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Di dalam suatu 
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pemerintahan atau organisasi kepemimpinan sangat berkaitan dengan tingkat 

kinerja para sumber daya anggota dan menciptakan suatu kondisi lingkungan yang 

kondusif. Kepemimpinan dapat dikatakan suatu perilaku untuk bisa memotivasi 

orang lain agar dapat bekerja ke arah pencapaian tujuan tertentu. Sehingga 

pemimpin yang baik harus memiliki semangat yang tinggi dan pemimpin yang 

baik harus mempunyai sifat kepemimpinan yang baik pula. Di dalam 

kepemimpinan diperlukan seseorang yang mempunyai integritas dan capabelitas 

yang tinggi agar bisa mempengaruhi anggotanya dalam mencapai tujuan bersama. 

Kepemimpinan lokal di era pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, 

tentu tidak bisa mengabaikan kepemimpinan Kepala Daerah pilihan dari rakyat. 

Sebagai produk dari Pilkada, kualitas Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi 

(Gubernur), Kabupaten atau Kota (Bupati atau Walikota) dipengaruhi oleh pola 

rekrutmen partai politik yang mengusung Kepala Daerah yang terpilih dan 

transaksi politik yang dilakukan oleh Kepala Daerah tersebut. Menurut Abdul 

Kholiq Azhari (Hamdan Basyar dan Fredy BL. Tobing ed. 2009: 234-238) 

terdapat alasan yang mendasar perlunya masalah kepemimpinan Kepala Daerah di 

era Pilkada langsung di analisis menurut beberapa teori, yaitu: 

Pertama, teori market failures. Teori tersebut relevan jika untuk 

mengamatai calon Kepala Daerah yang muncul pada saat Pilkada karena produk 

langsung dari pilkada adalah produk output terpilihnya Kepala Daerah baik di 

tingkat Provinsi (Gubernur), Kabupaten atau Kota (Bupati atau Walikota) yang 

secara teknis capabel dan secara politik akseptual serta memiliki legitimasi dan 

justifikasi yang kuat di mata rakyat yang dipimpin juga memiliki akuntabilitas 
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langsung kepada publik. Sehingga hal tersebut dapat menjelaskan bahwa dalam 

konteks pilkada langsung, kepemimpinan Kepala Daerah terpilih berkaitan erat 

dengan tahap rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik dan pada tahap 

kampanye yang dilakukan oleh para calon Kepala Daerah. 

Kedua, kepemimpinan transaksional (transactional leadership). bahwa 

hakikat kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi 

pihak lain agar melakukan suatu tindakan atau saling mendorong untuk 

melakukan tindakan bersama untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. 

Sehingga aplikasinya calon Kepala Daerah daerah baik di tingkat Provinsi 

(Gubernur), Kabupaten atau Kota (Bupati atau Walikota) menggunakan 

kemampuannya dalam mempengaruhi pengikut atau anggotanya (followers) agar 

menjadi pemenang dalam Pilkada langsung. Didorong oleh kebutuhan jumlah 

pengikut maka terbuka peluang untuk melakukan transaksi politik dengan pejabat 

pemerintah daerah (Pemda). Transactional leadership merupakan model 

kepemimpinan yang dapat menjelaskan hubungan transaksional para transactional 

leader dan implikasinya pada pasca pilkada langsung. Apabila hubungan 

transaksional itu berlanjut pasca Pilkada akan membawa implikasi bahwa si 

pemimpin secara implicit mengkategorikan bawahan itu sebagai seorang “dalam” 

atau “luar”. Aplikasinya Gubernur, Bupati atau Waikota terpilih akan 

memposisikan pejabat dan pegawai yang menjadi pendukungnya sebagai orang 

“dalam” sedang birokrat lawan politiknya yang kalah diposisikan sebagai orang 

“luar”.  
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Ketiga, transformasional (transformational leadership) merupakan model 

yang efektif untuk menganalisis kepemimpinan Kepala Daerah pasca Pilkada 

langsung. Menurut Bernard M. Bass (Hamdan Basyar dan Fredy BL. Tobing ed, 

2009:235), transformasional (transformational leadership) bertujuan untuk 

mendorong extraeffort para pengikut (followers), bawahan (subordinat) atau 

konstituennya untuk mencapai performansi yang diharapakan (expected 

performance) dan performansi yang melebihi dari apa yang  diekspektasikan 

mereka. Sehingga gubernur, bupati atau walikota mampu mempengaruhi 

bawahannya (subordinat) maupun para pengikutnya (followers) untuk melakukan 

usaha yang melebihi kepentingan dan ekspektasinya, karena memiliki sifat 

transformasional yaitu karismatik (charismatic), inspirasional (inspirational), 

konsiderasi individual (individual consideration) dan stimulasi intelektual 

(intelectual stimulation). 

Dengan adanya keempat karakteristik yang telah disebutkan di atas maka 

model transformational leadership dapat menjelaskan mengapa Kepala Daerah 

yang terpilih mempunyai pengaruh yang besar terhadap subornidinat dan 

followers-nya serta mampu mendorong para follower, kolega, subordinat, 

konstituen atau kliennya untuk melakukan sesuatu untuk mencapai kinerja tertentu 

yang melebihi dari apa yang semula diekspektasikan. Dalam prespektif 

transformational leadership, terpilihnya Kepala Daerah oleh rakyat secara 

demokratis, akan memposisikan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif yang 

kuat, efektif dan efisien yang tidak gampang digoyah oleh anggota DRPD. 
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Pada pemerintahan yang terbelah (divided government) potensial terjadi 

konflik terutama apabila antara DPRD dengan Kepala Daerah. Baik dalam hal 

anggaran, pembuatan peraturan daerah hingga pengawasan, sangat potensial 

terjadi konflik antara DPRD dengan Kepala Daerah. Kalangan DPRD bisa terus 

menerus mempersoalkan kebijakan yang dibuat oleh Kepala Daerah. DPRD juga 

bisa tidak menyetujui anggaran (APBD) yang diajukan oleh Kepala Daerah, 

sehingga berbagai kebijakan yang telah dirancang oleh Kepala Daerah bisa 

terbengkalai. Jika Kepala Daerah tidak bisa menyelesaikan masalah dengan 

DPRD, pemerintahan akan terus menerus diwarnai oleh konflik berkepanjangan. 

Potensi konflik yang mungkin terjadi akibat tarik menarik kepentingan di 

daerah dimana Kepala Daerah dan mayoritas kursi di DPRD dikuasai oleh partai 

yang berbeda. Besar kecilnya potensi konflik antara Kepala Daerah dengan DPRD 

ini tergantung kepada dua hal. Pertama, kemampuan Kepala Daerah dalam 

menjalin hubungan dengan DPRD. Jika Kepala Daerah bisa melakukan 

komunikasi (lobi) dengan anggota DPRD, potensi konflik ini bisa diredam. 

Kedua, dukungan kursi minimal yang dipunyai, terutama dari partai pendukung 

Kepala Daerah. Dalam perjalanannya, Kepala Daerah memang bisa mendapat 

dukungan dari partai lain. Tetapi paling tidak dukungan minimal bisa didapatkan 

dari partai pendukung yang juga memiliki kursi di DPRD. Oleh sebab itu, perilaku 

gaya kepemimpinan menjadi penting untuk diungkap dalam pemerintahan Kota 

Yogyakarta. Dengan ini maka kita akan mengetahui bagaimana gaya dan model 

Walikota Yogyakarta Hery Zudianto dalam mentranformasikan visi, misi, 

manajemen konflik kedalam program-program kegiatan nyata. 
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4. Pilkada dan Dinamika Politik Lokal 

Menurut Brian C Smith, munculya perhatian terhadap transisi demokrasi 

di daerah berangkat dari suatu keyakinan bahwa adanya demokrasi di daerah 

merupakan prasyarat bagi munculnya demokrasi di tingkat nasional. Pandangan 

yang bercorak fungsionalis ini berangkat dari asumsi bahwa ketika terdapat 

perbaikan kualitas demokrasi di daerah, secara otomatis bisa diartikan adanya 

perbaikan kualitas demokrasi ditingkat nasional. Pandangan yang tidak jauh 

berbeda dikemukaan oleh Larri Diamond. Dalam kerangka pikiran Diamond, 

pemerintahan daerah, termasuk DPRD, memiliki peranan yang cukup penting 

untuk mempercepat vitalitas demokrasi. Alasanya, pertama, pemerintah daerah 

dapat membantu mengembangkan nilai-nilai dan ketrampilan berdemokrasi 

terhadap warganya. Demokrasi pemerintahan di daerah merupakan suatu ajang 

pendidikan politik yang relevan bagi warga negara di dalam suatu masyarakat 

yang demokratis. Kedua, pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan 

pertanggungjawaban kepada berbagai kepentingan yang ada di daerah. Ketiga, 

pemerintah daerah dapat menyediakan saluran dan akses tambahan terhadap 

kelompok-kelompok yang secara histories termajinalisasi. Keempat, pemerintah 

daerah bisa mendorong terwujudnya cheks and balance didalam kekuasaan. 

Terakhir, pemerintahan daerah bisa memberikan kesempatan kepada partai-partai 

atau faksi-faksi untuk melakukan oposisi di dalam kekusaan (Kacung Marijan. 

2007: 2). 

Menurut Irtanto (2008:7) perkembangan politik lokal cukup menarik 

karena selama masa Orde Baru yang cenderung otoriter dan Orde Reformasi 
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pemilihan Kepala Daerah selalu dikuasai dan ditentukan oleh elit yang 

berkedudukan di pusat (Jakarta) maupun yang berkedudukan di parlemen daerah. 

Pada era sekarang ini yang bisa dikatakan era otonomi daerah dengan 

menggunakan instrumen politik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah berlangsung proses suksesi kekuasaan di daerah secara 

langsung yang dipilih oleh rakyatnya. Walaupun di dalam penerapannya masih 

banyak memunculkan berbagai konflik politik. 

Secara garis besar ada dua tujuan utama kebijakan desentralisasi yakni 

tujuan politik dan tujuan administratif. Tujuan politik akan memposisikan 

pemerintahan daerah sebagai media pendidikan politik masyarakat tingkat lokal 

dan secara agregat akan berkontribusi pada pendidikan politik pada tingkat 

nasional untuk mempercepat terwujudnya masyarakat madani. Sedangkan tujuan 

administratif akan memposisikan pemerintahan daerah sebagai unit pemerintahan 

di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara 

efektif, efisien, dan ekonomis sehingga pemerintah akan lebih dekat dengan 

masyarakat (Tri Ratnawati, 2006: xi-xii). 

Menurut Bob Sugeng (2005), hal yang membedakan antara demokrasi 

lokal dengan demokrasi lainnya adalah terletak pada unsur otonomi lokal yang 

ada pada demokrasi lokal menyangkut kebebasan dari intervensi politik dari 

pemerintah pusat dan terdapat kebebasan dalam merefleksikan nilai-nilai dan 

norma-norma lokal. Hal tersebut dianggap penting karena pada masa Orde Baru 

terdapat intervensi dari pemerintah pusat ke dalam pemerintah daerah sehingga 

berakibat mematikan nilai-nilai dan norma-norma lokal demokrasi di tingkat 
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lokal. Sehingga dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat memberikan 

kebebasan dalam dalam merefleksikan nilai-nilai lokal dan menumbuhkan 

demokrasi di tingkat lokal. 

Tip O‟Neill menyatakan bahwa all Political is Local yang dapat dimaknai 

sebagai demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh berkembang dengan mapan 

dan dewasa apabila pada tingkat lokal nilai-nilai demokrasi berakar dengan baik 

terlebih dahulu. Maksudnya, demokrasi di tingkat nasional akan bergerak kea rah 

yang lebih baik apabila tatanan, instrument, dan konfigurasi kearifan serta 

kesantuanan politik lokal lebih dulu terbentuk (Leo Agustino, 2009: 17). 

Pertemuan antara sistem politik nasional dengan sistem politik kedaerahan atau 

lokal biasanya disebut sebagai politik tingkat lokal. Artinya perwujudan politik 

nasional atau pemerintahan di tingkat lokal yang terwujud sebagai sistem 

birokrasi pemerintahan seperti propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa 

(Bambang Rudito & Melia Famiola, 2008: 25). Dengan demikian maka Pilkada 

secara langsung merupakan disain kelembagaan untuk mempercepat demokrasi di 

daerah. Atau dengan dengan kata lain Pilkada secara langsung merupakan salah 

satu langkah maju dalam mewujudkan demokrasi ditingkat lokal. 

 

5. Pilkada dan Efektifitas Pemerintahan 

Ide dasar dan pengharapan terhadap Pilkada yaitu transisi menuju 

demokrasi. Disamping itu Pilkada adalah jawaban politik atas pelbagai 

keterpurukan dan ketimpangan di pelbagai bidang (terutama ekonomi) di daerah; 

sekaligus pintu masuk bagi terbangunya sistem politik yang lebih stabil dan 
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menyejahterakan (Mohammad Najib, 2006: xii). Dengan demikian bahwa 

pelaksanaan dari Pilkada tidak lain untuk meningkatkan efektifitas kinerja 

pemerintahan. Akan tetapi, tujuan dari Pilkada tersebut sangatlah sulit dicapai. 

Hal ini mengingat adanya konflik relasi kekuasaan Pasca Pilkada.  

Dalam consideran UU No. 24 Tahun 2004 dinyatakan bahwa efisiensi dan 

efektivitas penyelenggaraan  pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih 

memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar 

pemerintahan. daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan 

persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada 

daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi 

daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. 

Ramlan Surbakti (___: 20) menyatakan  konsep efektivitas dipergunakan 

sebagai ukuran untuk menunjukan pencapaian tujuan. Dalam kaitanya dengan 

pemerintahan daerah, efektifitas pemerintahan daerah setidaknya-tidaknya 

ditandai oleh pencapaian tujuan pemerintah daerah sesuai dengan visi dan misi 

Kepala Daerah. Untuk dapat efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

Kepala Daerah harus mampu meyakinkan DPRD untuk menyetujui rancangan 

Perda dan nonPerda sebagai operasionalisasi visi dan misi. Agar efektif 

melaksanakan pemerintahan, seorang Kepala Daerah memerlukan dukungan dari 

DPRD. Persetujuan dan dukungan DPRD tersebut antara lain ditentukan oleh 

legitimasi dari rakyat dan sekutu politik di DPRD. 

Pemerintahan daerah diselenggarakan oleh DPRD dengan pemerintah 

daerah/Kepala Daerah. Pemerintah daerah memerlukan persetujuan dan dukungan 
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DPRD dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan daerah ataupun kebijakan 

daerah lainnya. Untuk tujuan inilah mengapa suatu partai atau gabungan partai 

politik diharuskan memiliki sekurang-kurangnya 15% kursi di DPRD. 

 

E. Tinjauan Mengenai Elite Politik Lokal 

1. Pengetian Elite Politik 

Di setiap bidang kehidupan masyarakat akan timbul suatu golongan dengan 

suatu hirarkhi tersendiri dimana ada suatu elite atau golongan kecil memegang 

peranan yang paling berpengaruh dibidangnya. Pada masyarakat yang besar dan 

komplek, maka disamping pusat kekuasaan umum timbul berbagai pusat 

kekuasaan khusus dalam masyarakat. Menurut Suzanne Keller (1984: VI) 

kekuasaan umum atau ruling elite tidak dapat berkomunikasi dengan individu-

individu dalam masyarakat, akan tetapi harus berkomunikasi dengan organ-organ 

dalam masyarakat, yaitu dalam hal ini pusat-pusat kekuasaan khusus atau 

strategic elite. 

Masih menurut Suzanne Keller (1984: VII) bahwa kalau dicermati bahwa 

tokoh-tokoh dalam the ruling class banyak berasal dari strategic elites. Mereka 

biasanya dibekali dengan ambisi politik, maka mereka masuk dalam salah satu 

partai politik dan lewat keanggotaan partai itu mereka masuk ke dalam the rulling 

class dan selanjutnya menjadi anggota the rulling elite yang dengan nyata 

memegang kekuasaan negara. Jika dikemudian hari mereka meninggalkan  the 

rulling elite tanpa memegang kekuasaan negara yang nyata, mereka masih dapat 

berpengaruh dalam the rulling class yang lebih luas. Yang pasti mereka dapat 
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kembali lagi dalam salah satu strategic elite dari mana mereka dahulu berasal. 

Tokoh-tokoh yang memegang pimpinan perusahaan, perdagangan, perbankan dll 

dapat dipandang sebagai pendekar strategic elites. 

 

2. Tipe-Tipe Elite Politik 

Elite politik merupakan kelompok kelas yang memiliki konsentrasi 

kekuatan dan itu hanya oleh sejumlah “tangan” saja.  Terkait dengan teori elite 

politik ini, Pareto mengenalkan istilah Residu dan Derivasi. Residu adalah pola-

pola perilaku yang irrasional, tidak masuk akal, tetapi dijalankan seolah-olah 

rasional. Sedangkan derivasi adalah upaya-upaya manipulatif yang ditempuh 

untuk membuat tindakan yang irrasional tampak rasional. Mereka berbicara 

tentang moral politik, komitmen kepada orang miskin dan seterusnya padahal di 

saat yang sama, ia menancapkan taring kebengisan dan mencengkramkan dengan 

kuat-kuat (Luluk Nur Hamidah, 2004: 18-19). 

Selanjutnya oleh Gaetano Mosca yang mempunyai basik disiplin ilmu 

psikologi dan sosiologi mengembangkan teori elit ini. Mosca mengklasifikasikan 

elit ini ke dalam dua status yaitu elit yang berada dalam stuktur kekuasaan dan elit 

yang diluar stuktural yaitu  

a. Elit berkuasa menurut Mosca yaitu elit yang mampu dan memiliki 

kecakapan untuk memimpin dan menjalankan kontrol sosial. Dalam proses 

komunikasi, elit berkuasa merupakan komunikator utama yang mengelola 

dan mengendalikan sumber-sumber komunikasi, sekaligus mengatur „lalu 

lintas‟ transformasi pesan-pesan komuniaksi yang mengalir baik secara 

horinzontal maupun vertical. Elit berkuasa selalu menjalin komunikasi 

dengan elite masyarakat untuk mendapatkan legitimasi dan memperkuat 

kedudukan sekaligus mempertahankan status quo. 
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b. Elit masyarakat merupakan elit yang dapat mempengaruhi masyarakat 

lingkungan di dalam mendukung atau menolak segala kebijaksanaan elit 

berkuasa (Rochajat Harun dan Sumarno, 2006: 3). 

 

Sedangkan menurut pakar politik Amerika Serikat, Schrool dalam bukunya 

Sociologie der Modernisering, seperti dikutip Rochajat Harun dan Sumarno 

(2006: 22-23) membagi tipe elite menjadi lima diantaranya: 

a. Elite menengah yaitu elite yang berasal dari kelompok pedagang dan 

tukang yang termasuk golongan minoritas keagamaan atau kebangsaan. 

Pola keyakinan atau ideologi elit ini mudah berubah dan bersifat 

individualistis. Struktur masyarakat yang dicita-citakan bersifat bebas dan 

terbuka terhadap inisiatif dan aktifitas swasta. 

b. Elite dinasti yaitu sebagai elit Aristokrat yang mempertahankan tradisi dan 

status quo. Tradisi pulalah yang dijadikan dasar untuk melegitimasi 

kekuasaan dan kewibawaan. 

c. Elite revolusioner yaitu elite yang berpandangan bahwa nilai-nilai lama 

perlu dihapus karena tidak cocok dengan tingkat kemajuan dibidang ilmu 

penghetahuan dan teknologi. 

d. Elite nasionalistik merupakan kelompok pluralis, sehingga mudah 

mengundang konflik antar kelompok. Elit ini timbul dari kegiatan sosio-

politik melawan penjajahan. 

e. Elite kolonial merupakan elit yang berkuasa di wilayah jajahan. Relasi 

yang dibangun adalah interaksi vertikal dan struktur yang dikembangkan 

adalah interaksi feodal. 

 
Menurut M. Risco Irawan (2006: 55) elit dalam konteks lokal dapat 

dikategorikan menjadi dua yaitu: 

a. Elit politik lokal adalah merupakan seseorang yang menduduki jabatan-

jabatan politik di eksekutif dan legislatif yang dipilih dalam proses politik 

lokal yang demokrasi. Kelompok yang termasuk dalam kategori ini adalah 

mereka yang menduduki jabatan politik di tingkat lokal yang membuat dan 

menjalankan kebijakan politik (Gubernur, Walikota, Ketua DPRD, 

anggota DPRD dan pimpinan partai politik) 

b. Elit non politik lokal adalah merupakan seseorang yang menduduki 

jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah 

orang lain dalam lingkup masyarakat. Yang termasuk elit ini adalah elit 

keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dll) 

 

Dalam konteks ini maka teori elite politik menjadi relevan untuk dijadikan sebagai 

salah satu pisau analisis dikarenakan dengan teori ini peneliti akan mampu 
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membaca dan menafsirkan sirkulasi kekuasaan dalam konteks hubungan antara 

Walikota dengan DPRD (partai koalisi) dan juga bagaimana kontribusinya dalam 

mewujudkan efektivitas jalannya pemerintahan Kota Yogyakarta. 

 

3. Relasi Rakyat dengan Wakil Rakyat  

Proses Pilkada telah membuka peluang seluas-luasnya kepada masyarakat 

untuk turut berpartisipasi baik untuk memilih ataupun dipilih. Sehingga proses 

politik ini akan meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat untuk 

menentukan nasib daerahnya dan pada akhirnya dapat memperkuat tatanan 

demokrasi lokal. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat juga 

diharapkan akan dapat meningkat kesejahteraan, pelayanan umum dan daya saing 

daerah karena pemerintahan daerah yang terbentuk adalah pemerintahan yang 

dekat dengan rakyatnya. Dengan demikian masyarakat dapat berperan dalam 

jalanya pemerintahan sehari-hari.  

Dengan demikian masyarakat mempunyai dua representasi politik yaitu; 

representasi politik melalui anggota DPRD dan representasi politik dalam diri 

Kepala Daerah. Artinya, kedua lembaga ini adalah pihak-phak yang diperintahkan 

menurut konstitusi dan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan 

amanat rakyat dalam bentuk menyerap, menampung dan memperjuangkan 

aspirasi rakyat dengan kuasa penuh yang disampaikan melalui mekanisme 

pemilihan umum dan harus mempertanggungjawabkan inerja kepada pihak yang 

memberi mandat yakni rakyat. 
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Tanggung jawab sebagai wakil rakyat (Kepala Daerah dan DPRD) 

mengharuskan mereka menjalin hubungan secara intensif dengan konstituennya 

untuk mengetahui berbagai perubahan maupun permasalahan yang terjadi. Supaya 

relasi ini dapat berjalan baik, para wakil rakyat harus mampu melakukan 

fungsinya untuk melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan konstituen yang 

diwakilinya.  

Dari segi keterikatan antara wakil rakyat dan keinginan rakyat yang 

diwakili, Ramlan Surbakti (1992: 174-175) membedakan konsep perwakilan 

menjadi dua tipe, yaitu: 

a) Perwakilan Tipe Delegasi (mandat). 

Tipe ini berpendirian bahwa wakil rakyat merupakan corong keinginan 

rakyat. Ia harus menyuarakan apa saja keinginan rakyat yang diwakili. 

Wakil rakyat sangat terikat dengan keinginan rakyat yang diwakili. Ia 

sama sekali tidak memiliki kebebasan untuk berbicara lain daripada apa 

yang dikehendaki konstituennya. Fungsi wakil rakyat menurut tipe ini 

menyuarakan pendapat dan keinginan para pemilih, dan memperjuangkan 

kepentingan para pemilihnya. Keinginan yang harus diikuti wakil rakyat 

ialah suara mayoritas konstituen. Jika wakil rakyat tidak sependapat 

dengan keinginan para pemilihnya, maka ia memiliki dua pilihan, yakni 

mengikuti keinginan para pemilih atau mengundurkan diri. 

b) Perwakilan Tipe Trustee (independen) 

Tipe ini berpendirian bahwa wakil rakyat dipilih berdasarkan 

pertimbangan yang bersangkutan dan memiliki kemampuan 

mempertimbangkan secara baik (good judgment). Oleh karena itu untuk 

dapat melaksanakan hal ini wakil rakyat memerlukan kebebasan dalam 

berpikir dan bertindak. Selain itu, tipe perwakilan ini berpandangan tugas 

wakil rakyat adalah memperjuangkan kepentingan nasional.  

 

Selain kedua model tersebut, terdapat juga suatu model yang disebut politicos, 

yaitu model hubungan antara elit dengan rakyat yang diwakilinya, disesuaikan 

dengan keadaan, kadang memilih menjadi delegate, kadang-kadang menjadi 
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trustee. Model politicos dapat dinyatakan sebagai gabungan dari model mandat 

dan trustee. 

Untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara wakil dengan yang 

terwakili Austin Ranny mengemukakan dapat dijelaskan melalui teori mandate 

dan teori kebebasan (Cholisin, 2007: 67). Menurut teori mandat, wakil dilihat 

sebagai penerima mandat untuk merealisasikan kekuasaan terwakil dalam proses 

kehidupan politik. Pandangan, sikap dan perilaku wakil secara pribadi tidak 

diperkenankan dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat. Sedangkan menurut teori 

kebebasan, wakil dianggap perlu merumuskan sikap dan pendapatnya tanpa 

terikat secara ketat pada terwakil. Jadi pertimbangan wakil secara pribadi 

diperkenankan. 

Dilihat dari dimensi kategori yang mana harus diwakili oleh sang wakil, 

Hoogerwerf memberikan dua model yaitu model kesatuan dan model 

diversitifikasi (Cholisin, 2007: 68). Dalam model kesatuan, anggota parlemen 

berposisi sebagai wakil dari seluruh rakyat. Sedangkan dalam model 

diversitifikasi angota parlemen berposisi sebagai wakil dari kelompok territorial, 

sosial atau politik tertentu. 

Keberhasilan relasi diantara wakil rakyat dengan yang terwakilnya 

ditentukan ada tidaknya desain komunikasi politik. Adanya komunikasi yang baik 

antara wakil rakyat dengan yang diwakilli, maka kemampuan untuk menghimpun 

informasi, kemudian melakukan identifikasi terhadap berbagai  permasalahan 

yang ada serta memikirkan kemungkinan tawaran solusi yang mungkin diajukan 

juga akan terjadi. Tanpa komunikasi yang efektif antara konstituen dengan 
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anggota dewan, maka akan terjadi kemacetan dalam sistem politik yang 

mengakibatkan aspirasi dan kepentingan konstituen tidak terwujud. Kemacetan ini 

sering berakibat pada munculnya cara-cara penyaluran aspirasi dengan 

menggunakan metode lain seperti demonstrasi bahkan cara-cara melibatkan 

kekerasan. 

 

F. Tinjauan Mengenai Konflik Politik Dalam Politik Lokal 

1. Pengertian Konflik Politik 

Pada dasarnya konflik adalah keadaan dimana hubungan dalam masyarakat 

berlangsung tanpa memperhatikan nilai, norma, dan tata aturan yang berlaku, 

dimana orang atau kelompok di atas mendahulukan kepentingan individu atau 

kelompok di atas kepentingan umum. Sehingga menimbulkan pertikaian, 

pertentangan, kekacauan dan ketidakselarasan. Dengan kata lain konflik dapat 

dinyatakan sebagai perwujudan dari adanya pertentangan dua hal atau lebih yang 

berbeda dan merupakan manifestasi lebih lanjut dari adanya ketidaksamaan. 

Daniel Webster (Adju Novita Wida Vantika, 2007: 152) mendefinisikan 

konflik, sebagai: 

a. Persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu 

sama lain 

b. Keadaan atau perilaku yang bertentangan  

c. Perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, keinginan atau tuntutan yang 

bertentangan 

d. Perseteruan  

Konflik adalah satu kenyataan hidup yang tidak bisa kita hindari dan sangat 

dinamis. Perbedaan pandangan dan tujuan sering dipandang sebagai masalah yang 
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hanya dapat diselesaikan jika kita memiliki maksud yang sama atau ketika satu 

pandangan lebih kuat dari pandangan lain. 

Marurice Duverger menyatakan bahwa dalam kehidupan politik 

masyarakat sering dihadapkan pada konflik untuk mendapatkan atau 

memperjuangkan sumber daya langka yang tidak jarang disertai dengan 

kekerasan. Konflik terjadi karena dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok 

kepentingan, dimana diantaranya memiliki sasaran-sasaran yang tidak sama dan 

serasi (Adju Novita Wida Vantika, 2007: 154). 

Mengenai konflik politik ini Yuwanto  mengartikanya sebagai perwujudan 

pertentangan antara dua pihak yang disebabkan oleh perbedaan perasaan, 

pandangan sistem nilai dan kepentingan dalam upaya mempengaruhi atau 

menentukan proses pembuatan kebijakan dan pengisian jabatan-jabatan publik 

(Adju Novita Wida Vantika, 2007: 154). 

Dengan berdasarkan uraian diatas maka konflik politik dalam penelitian 

ini diartikan sebagai perwujudan pertentangan antara dua pihak 

(eksekutif/Walikota dengan DPRD kota Yogyakarta) yang disebabkan oleh 

perbedaan kekuatan politik dalam upaya mewujudkan efektifitas pemerintahan 

kota Yogyakarta. 

2. Tipe-Tipe Konflik 

Sebagaimana telah dinyatakan diatas bahwa perbedaan pendapat pendapat, 

pandangan ataupun konsep merupakan sumber bagi munculnya konflik. Tujuan 

dasar dari konflik yakni mendapatkan dan atau mempertahankan sumber-sumber 
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tertentu baik material maupun spiritual untuk dapat hidup layak dan terhormat 

dalam masyarakat. 

Konflik apabila ditinjau dari sifatnya data dibedakan menjadi tiga. 

Pertama, konflik yang muncul sama sekali tidak mempunyai dasar yang sifatnya 

prinsipil; kedua, konflik yang mucul karena adanya perbedaan-perbedaan 

mengenai bagian-bagian dari suatu prinsip akan tetapi tidak mengenai prinsip itu 

sendiri; dan ketiga, konflik yang muncul bertolak dari suatu dasar (Haryanto, 

1991: 69). 

Konflik dengan tipe pertama merupakan konflik yang sama sekali lepas, 

tidak berhubungan dengan ideologi yang ada. Konflik semacam ini biasanya 

hanya berkisar mengenai hal-hal yang sifatnya praktis belaka. Konflik dengan tipe 

yang kedua merupakan konflik yang muncul biasanya karena adanya perbedaan 

tafsiran ataupun pandangan mengenai suatu masalah yang berkaitan dengan 

kebijaksanaan yang menyangkut kepentingan umum. Sedang konflik tipe ketiga 

merupakan konflik yang muncul karena adanya perselisihan yang berkaitan 

dengan berlaku tidaknya ideologi tertentu bagi masyarakat yang bersangkutan. 

Cholisin (2007: 160) membedakan Konflik politik menjadi dua yaitu tipe 

konflik positif dan konflik politik negatif. Konflik politik positif ialah konflik 

yang tidak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan melalui 

mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. 

Konflik politik negatif ialah konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem 

politik yang biasanya disalurkan melalui cara-cara eksistensi nonkonstitusional. 
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Berkaitan dengan tipe-tipe konflik diatas, hal yang juga perlu mendapat 

perhatian adalah berapa lama konflik tadi berlangsung (Haryanto, 1991: 69). 

Panjang pendeknya waktu bagi berlangsungnya konflik lebih tergantung pada 

kekuatan masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Apabila 

kedua belah pihak mempunyai kekuatan sama dan relatif seimbang, maka konflik 

tadi berkecenderungan untuk berlangsung dalam waktu relatif lama. Apabila 

kedua belah pihak menyadari kekuatan masng-masing dan tidak bersedia untuk 

saing mangalah, akan tetapi kekuatan kedua belah pihak relatif tidak seimbang, 

maka konflik tadi berkencederungan untuk segera berakhir. Hal ini dikarenakan 

pihak yang kekuatanya lemah akan relatif mudah menerima kehendak atau 

kepentingan yang relatif lebih kuat. 

 

3. Pengaturan konflik 

Pengaturan konflik adalah berupa bentuk-bentuk pengendalian yang lebih 

diarahkan pada manifestasi konflik dari pada sebab-sebab konflik. Dengan asumsi 

konflik tidak akan dapt diselesaikan dan dihilangkan, maka konflik dapat diatur 

saja sehingga konflik tidak menyebabkan keretakan dan perpecahan dalam 

masyarakat. 

Menurut Ralf Dahrendorf, pengaturan konflik yang efektif tergantung pada 

tiga faktor. Pertama, kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik 

yang terjadi di antara mereka (adanya pengakua atas kepentingan-kepentingan 

yang diperjuangkan oleh pihak lain). Kedua, kepentingan-kepentingan yang 

diperjuangkan harus terorganisasikan secara rapi, tidak tercerai berai sehingga 
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masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain. Ketiga, 

kedua pihak menyepakati aturan main (rule of game) yang menjadi landasan dan 

pegangan dalam hubungan interaksi diantara mereka. Apabila ketiga syarat itu 

dapat dipenuhi maka berbagai bentuk pengaturan konflik dapat dibuat dan 

dilaksanakan (Cholisin, 2007: 161). 

Ada tiga bentuk pengaturan konflik. Pertama bentuk konsolidasi seperti 

parlemen atau kuasi parlemen, dimana semua pihak berdiskusi dan berdebat 

secara terbuka dan mendalam untuk mencapai kesepakatan tanpa ada yang 

memonopoli atau memaksa kehendak. Kedua, bentuk mediasi dimana kedua pihak 

sepakat mencar penasehat dari pihak ketiga, tetapi nasehat yang diberikan oleh 

mediator tidak mengikat mereka. Ketiga bentuk arbitrasi, kedua belah pihak 

sepakat untuk mendapatkan keputusan akhir (yang bersifat legal) sebagai jalan 

keluar konflik pada pihak ketiga sebagai arbitrator (Cholisin, 2001: 162). 

 

G. Tinjauan Mengenai Budaya Politik 

Setiap sistem politik mempunyai tujuan-tujuan bersama yang ingin diraih. 

Tujuan-tujuan tersebut tentunya disesuaikan dengan tujuan dari negara itu sendiri. 

Semuanya ini memerlukan struktur yang mendukung kearah pencapaian tujuan-

tujuan tersebut. Tanpa stuktur yang menopangnya, tujuan-tujuan tersebut 

barangkali tidak akan pernah dapat diraih. Dengan demikian, memahami struktur 

dan fungsi politik menjadi sangat penting. 

Namun pemahaman struktur dan fungsi tidaklah cukup. Sebaliknya, 

pemahaman terhadap struktur dan fungsi harus diikuti dengan pemahaman 

terhadap budaya politik. Ini karena bekerjanya struktur dan fungsi politik akan 
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sangat ditentukan oleh budaya politik yang melingkupinya (Budi Winarno, 2008: 

65-66).    

 

1. Budaya Politik  

Budaya sangatlah dipengaruhi oleh struktur politik, sedangkan daya 

operasionalnya struktur tadi akan sangat ditentukan oleh konteks kultural di mana 

struktur berada (Budi Winarno, 2008: 67).   Realitas yang ditemukan dalam 

budaya politik, ternyata memiliki beberapa variasi. Berdasarkan orientasi politik 

yang dicirikan dan karakter-karakter dalam budaya politik, maka setiap sistem 

politik akan memiliki budaya politik yang berbeda. Perbedaan ini terwujud dalam 

tipe-tipe yang ada dalam budaya politik yang setiap tipe memiliki karakteristik 

yang berbeda-beda.  

Menurut Almond dan Verba, budaya politik merupakan sikap individu 

terhadap sistem politik dan komponen-komponenya, juga sikap individu terhadap 

peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik. Budaya politik tidak 

lain daripada orientasi psikologis terhadap objek sosial, dalam hal ini sistem 

politik kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang 

bersifat cognitive, affective dan evaluative (Afan Gaffar, 2006: 99).   

Orientasi kognitif menyangkut pemahaman dan keyakinan individu 

terhadap sistem politik dan atributnya seperti tentang ibu kota negara, lambang 

negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai dan lain 

sebagainya. Sementara itu orientasi yang bersifat afektif menyangkut ikatan 

emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politik. Jadi menyangkut 

feelings terhadap sistem politik. Sedangkan oreintasi yang bersifat evaluatif 
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menyangkut kapasistas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap 

sistem politik yang sedang berjalan dan bagaimana peranan individu di dalamnya 

(Afan Gaffar, 2006: 99-100). 

Dalam konteks Indonesia, dikotomi semacam ini agak sulit dibedakan 

secara tegas mengingat stukutur ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang. 

Pada satu sisi, terdapat warga masyarakat yang telah menjadi partisipan aktif 

dalam sistem politik dengan terlibat secara langsung maupu tidak langsung, 

sementara disisi lain terdapat masyarakat yang merasa tidak mempunyai 

kemampuan apapun untuk terlibat dalam kehidupan politik. 

2. Budaya Politik Era Reformasi 

Keanekaragaman kultural sudah pasti membawa pengaruh yang sangat 

besar pada budaya politik bangsa ini.  Dengan demikian secara sosio-kultural 

masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural. Tingkat kepluralitas yang 

demikian tinggi ini menjadikan kesulitan tersendiri dalam melakukan identifikasi 

budaya politik Indonesia. 

Oleh karena itulah, menjelaskan budaya politik Indonesia tampaknya 

kombinasi anatara ketigalah yang paling tepat yakni antara parochial-subject 

culture, subject-participant culture, parochial-participant culture. Dalam hal ini, 

budaya politik Indonesia bergerak di antara subject-participant culture dan 

parochial-participant culture (Budi Winarno, 2008: 68). 

subject-participant culture ditandai oleh menguatnya partisipasi politik 

masyakat dalam kehidupan politik terhadap input-input politik, sementara pada 

waktu yang bersamaan berkembang rasa ketidakmampuan masyarakat untuk 
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mengubah kebijakan. Fenomena ini dapat ditemukan tidak hanya di daerah 

pedesaan, tetapi juga di perkotaan di mana masyarakat miskin dan termajinalkan 

tumbuh subur. Bahkan, kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kebijakan 

neoliberal mendorong kelompok-kelompok marjinal semakin besar. 

parochial-participant culture ditandai oleh menguatnya wacana 

kedaerahan pasca-diterapkannya otonomi daerah. Dalam hal ini terdapat tekanan 

dan desakan yang kuat di beberapa daerah agar pimpinan-pimpinan lokal seperti 

walikota/bupati dan gubernur dipilih dari putra-putra daerah. Tentunya, gejala 

semacam ini akan merugikan sistem politik secara keseluruhan dan menghambat 

pembangunan rasa kebangsaan. 

Budi Winarno (2008: 80) berpendapat bahwa budaya politik Indonesia 

masih tetap diwarnai oleh paternalisme, parokhialisme, mempunyai orientasi yang 

kuat terhadap kekuasaan dan patrimolialisme yang masih berkembang dengan 

sangat kuat. Hal ini terjadi karena, menurut Soetandyo Wignjosoebroto, adapsi 

sistem politik hanya menyentuh pada dimensi struktur dan fungsi-fungsi 

politiknya dan tidak pada semangat budaya yang melingkupi pendirian sistem 

politik tersebut. 

Afan Gaffar juga berpendapat bahwa, salah satu budaya politik yang 

menonjol di Indonesia adalah kecenderungan pembentukan pola hubungan 

patronage, baik dikalangan penguasa maupun masyarakat, yang didasarkan atas 

patrogane (Afan Gaffar, 2006: 109). Pola hubungan dalam konteks ini bersifat 

individual. Antara dua Individu, yaitu si Patron dan si Clien, terjadi interaksi yang 

bersifat resiprokal atau timbal balik dengan mempertukarkan sumber daya yang 
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dimiliki sumber daya yang berupa kekuasaan, kedudukan atau jabatan, 

perlindungan, perhatian dan rasa saing dan tidak jarang pula sumber daya yang 

berupa materi (harta kekayaan, tanah garapan dan uang). Sementara, Clien 

memiliki sumber daya berupa tenaga, dukungan dan loyalitas. Pola hubungan 

tersebut akan tetap terpelihara selama masing-masing pihak tetap memiliki 

sumber daya tersebut. Kalau tidak demikian, masing-masing pihak akan mencari 

orang lain, apakah itu sebagai patron atau sebagai Clien. Yang perlu diperhatikan 

pula adalah bahwa yang paling banyak menikmati hasil dari hubungan ini adalah 

Patron. Sebab dialah yang memiliki sumber daya yang lebih besar dan lebih kuat 

ketimbang Client. Di samping itu, ada satu catatan tambahan yang juga menarik 

untuk diperhatikan, bahwa tidak jarang pula antara pola hubungan yang bersifat 

Clientilistik ini tumbuh dan berkembang, karena ada orang ketiga yang menjadi 

perantara, atau yang disebut sebagai brooker atau middleman. 

Demikian juga antara penguasa dan masyarakat pengusaha. Kalangan 

pengusaha, tahu betul bagaimana meladeni kalangan pejabat pemerintah. Tidak 

jarang mereka membentuk dirinya sebagai client untuk memperolah imbalan 

berupa kemudahan dalam berusaha, juga kemudahan dalam tender atas proyek 

pemerintah. Sebagai imbalanya, kalangan pengusaha tersebut memberikan 

dukungan kepada pejabat berupa dana untuk kepentingan partai Golongan Karya. 

Pola hubungan seperti ini yang kemudian di Indonesia secara popular disebut 

sebagai kolusi. 

Afan Gaffar juga berpendapat bahwa perpolitikan Indonesia mempunyai 

kecenderungan memunculkan budaya politik yang bersifat neo-patrimonalistik. 



93 
 

Dikatakan sebagai  neo-patrimonalistik, karena negara memiliki atribut yang 

bersifat modern dan rasionalistik, seperti birokrasi, tetapi juga memperlihatkan 

atribut yang bersifat patrimonalistik (Afan Gaffar, 2006: 115).Dalam negara 

patrimonalistik, penyelenggarakan pemerintahan dan kekuatan militer berada 

dibawah control langsung pimpinan Negara, yang mempersepsikan segala sesuatu 

mempribadi. Mark Weber seperti yang dikutip oleh Afan Gaffar, menyatakan 

bahwa negara patrimonalistik memiliki sejumlah karakteristik mencolok. 

Pertama, kecenderungan untuk mempertukarkan sumber daya yang dimiliki 

seorang kepada teman-temannya. Kedua, kebijakaksanaan seringkali lebih bersifat 

patrikularistik daripada bersifat universalistik. Ketiga, rule of law merupakan 

sesuatu yang bersifat sekunder bila dibandingkan dengan kekuasaan dari seorang 

penguasa (rule of man). Keempat, kelangan penguasa politik seringkali 

mengkaburkan antara mana yang menjadi kepentingan umum dan mana yang 

menyangkut kepentingan publik. 

Dengan memahami budaya politik tersebut, maka akan mengetahui sikap 

masyarakat dan elit politik akan tuntutan, respon, dukungan dan orientasi terhadap 

sistem politik. Dengan demikian bahwa budaya politik berusaha membentuk suatu 

perilaku politik yang akan mempengaruhi dalam kehidupan perpolitikan. 

Termasuk didalamnya pengaruh budaya politik akan mempengaruhi peran dari elit 

politik dalam menjalankan fungsi-fungsinya.  

 

 


